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ABSTRAK 
 
Sulistyo Wibowo, E.0003306, “IMPLEMENTASI KETENTUAN  PENYEDIAAN RUANG 
TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PASAL 29  UNDANG – UNDANG NOMOR 26 TAHUN 
2007 TENTANG PENATAAN  RUANG DI KOTA SURAKARTA” Surakarta, Penulisan 
Hukum (Skripsi), 2009. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi 
ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 undang-undang 
nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di wilayah kota Surakarta yang 
dilakukan oleh pemerintah kota dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah 
kota dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 
undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di wilayah kota 
surakarta, serta solusinya. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat 
deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Kantor Pemerintah Kota Surakarta. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder diperoleh melalui studi 
kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan adalah pendekatan model dengan 
interaktif. 
 Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi 
ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 undang-undang 
nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di Kota Surakarta yang dilaksanakan 
oleh pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan penyusunan Perda RTRW Kota 
Surakarta sebagai petunjuk pelaksanaan pengganti Perda RUTRK Kota Surakarta 
yang sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan nasional saat ini. 
Wujud dari koordinasi penyelenggaraan penataan ruang demi mendapatkan nilai 
minimal proporsi ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dari total wilayah Kota 
yaitu berupa perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian ruang kota. Hal 
tersebut dapat diwujudkan dengan kerjasama baik dari Pemerintah Kota, 
masyarakat, swasta, dan bersama organisasi non pemerintah.  
Dalam pelaksanaan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta oleh Pemkot Surakarta, masih ada 
beberapa kendala. Oleh karena itu pemerintah dengan Raperda-nya terus berupaya 
untuk meningkatkan kekurangan RTH dengan berbagai strategi khusus. Mengingat 
bahwa luas Kota yang tidak dapat bertambah luas, maka pemerintah lebih  
mengoptimalisasikan penyelenggaraan penertiban, pengawasan pemanfaatan 
ruang, evaluasi, penanganan, dan perizinan yang lebih ketat. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari 
waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan 
menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan 
pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. 
Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya 
tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk 
bergerak.  
  Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta 
pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan 
pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategik dalam 
tatanan nasional kita (Tim Evaluasi Hukum, 2007: 1). Sehingga penataan dan 
pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, 
terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan 
sosial serta ruang-ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan. Dalam hal 
ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan-
aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.  
  Permasalahan ini akan menjadi permasalahan yang mendasar mengingat 
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menghendaki  kita untuk menggunakan dan 
memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik 
oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Ini berarti, dalam 
pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumberdaya alam dan 
selanjutnya memanfaatkan sumberdaya alam tersebut dengan tidak merusak 
tata lingkungan hidup manusia (Daud Silalahi, 2001 :18). 
 Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut terkait dengan paradigma 
bahwa ruang sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak mengenal batas 
wilayah. Akan tetapi kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah 
jelas terbatas fungsi dan sistemnya dalam pengelolaan suatu kawasan. Undang 
– undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian 
mengalami perubahan menjadi Undang – undang No. 26 Tahun 2007 
merupakan undang- undang pokok yang mengatur mengenai pelaksanaan 
penataan ruang (UUPR).  
 Keberadaan UU tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum 
dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan 
hidup. Tetapi hingga saat ini kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan 
 harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin 
meningkatnya permasalahan banjir dan longsor; semakin meningkatnya 
kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan; belum terselesaikannya masalah 
permukiman kumuh; semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka 
hijau di kawasan perkotaan; serta belum terpecahkannya masalah 
ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah (Imam S. Erwani,2007:1). 
 Demikian pula perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di 
Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut UU No. 32 
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada 
daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, 
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada 
pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang 
berbeda. Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah 
tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang 
tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian 
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas 
bahwa menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup juga memerlukan 
perhatian serius oleh daerah. 
 Implikasinya diperlukan kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang 
mengupayakan adanya ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) didalam 
lingkungan pembangunan secara global saat ini diperlukan demi menjaga 
keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah 
perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah 
ruang yang sedemikian kompleks. RTH tersebut pada dasarnya merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain berfungsi 
sebagai kawasan hijau pertamanan kota dan paru-paru kota. 
 Adapun sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi RTH pada wilayah 
kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sehingga konsekuensinya adalah 
 pendistribusian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka harus melalui 
beberapa kajian yang diatur oleh pemerintah. RTH sebagai ruang guna 
menampung kegiatan konservasi lingkungan hidup kota harus dikaitkan dengan 
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota, sampai ke Rencana Bagian Wilayah 
Kota (RBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun. 
 Kota Surakarta termasuk salah satu kota yang sedang giat untuk 
melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk juga pembenahan tata 
kota. Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Surakarta pada 
khususnya,  memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian 
dan kebijakan mengingat RTH merupakan pengendali ekosistem suatu 
lingkungan khususnya bagi daerah yang sedang berkembang, karena RTH 
sebagai penyeimbang kualitas lingkungan. Yang menjadi persoalan adalah 
apakah pemerintah Kota Surakarta melalui perangkat pemerintahannya telah 
merealisasikan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai dengan yang 
diamanatkan dalam UUPR, menilik dari perkembangan kota-kota di Indonesia 
yang notabene terbentuk secara alami, bukan melalui suatu perencanaan yang 
matang dan menyeluruh. Kalaupun ada beberapa kota dan desa yang 
direncanakan, semacam city planning dalam perkembangannya tumbuh dan 
berkembang secara tak terkendali (Tim Evaluasi Hukum, 2007:1). 
 Sesuai dengan uraian latar belakang yang singkat diatas, Penulis merasa 
tertarik untuk mengadakan penelitian atau studi kasus terhadap permasalahan 
tentang pengimplementasian pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang di dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kota 
Surakarta, dengan memilih judul : "Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang 
Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta". 
B. PERUMUSAN MASALAH 
 Dalam penulisan Hukum diperlukan permasalahan yang akan membantu 
serta memudahkan penulis dalam membahas dan memecahkan masalah yang 
 akan diteliti. Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas maka pokok 
permasalahan yang dibahas dan dicari jawaban dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 
Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang Di Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota ? 
2. Apakah hambatan dan bagaimana pola penyelesaian yang diterapkan oleh 
Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 
Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang Di Kota Surakarta ? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Setiap kegiatan penelitian terlebih lagi penelitian ilmiah tentunya memiliki 
tujuan-tujuan khusus. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis 
membagi kedalam dua kelompok yakni sebagai berikut : 
 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta.  
b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota 
khususnya Dinas Tata Ruang Kota dalam menjalankan wewenangnya dan 
pola penyelesaian yang diterapkan. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan 
kemampuan analisis penulis mengenai ilmu Hukum khususnya Hukum 
Kebijakan Publik dalam ketentuan penyediaan dan pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota. 
 b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan teori-teori Hukum 
Administratif Negara dalam memecahkan atau mengatasi permasalahan 
yang ada dilapangan. 
c. Memberikan sumbangan dan masukan guna referensi tentang penilaian 
kualitas pelayanan publik khususnya Kebijakan Publik dalam ketentuan 
penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota 
Surakarta. 
d. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. 
Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu Hukum  khususnya 
Hukum Administratif  Negara. 
b. Hasil penelitian ini memberikan wacana dalam rangka upaya penyediaan 
dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Tata 
Ruang Kota.  
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi 
pemerintah kota maupun lembaga yang terkait lain dalam merumuskan 
strategi dalam rangka penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi semua pihak 
yang tertarik dengan kewenangan lembaga terkait dalam menangani 
penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. 
 
 E.  METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini 
disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai 
dengan tujuan penelitian. Metode penelitian juga digunakan agar 
mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan 
Hukum. Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu 
akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “ metode “ 
berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan 
suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut 
bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud 
(Koentjoroningrat, 1993:22). 
Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu 
faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa 
penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian 
merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, 
jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan 
klasifikasi, yang akan didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan jenis 
penelitian (Winarno Surahmad,1982:131). 
Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 
mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, yang kemudian data tersebut 
akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang 
metodologi penelitian dan penelitian ini meliputi : 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif 
(desciptive research) adalah untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai 
fenomena atau kenyataan sosial  (Sanapiah Faisal, 2001: 18).  Penelitian ini 
dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena 
atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 
 berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak 
melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan 
bagi kegiatan penelitian berikutnya. 
Berdasarkan pada masalah yang diteliti  maka pendekatan terbaik 
yang dapat dipergunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian 
yuridis empiris yang mempergunakan data primer. Apabila dilihat dari 
sifatnya maka merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian 
yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lain (Lexy J. Meleong, 1991:196). 
Dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 
penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dilihat dari sudut pandang bentuk 
penelitan, Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif yaitu penelitian yag 
dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. 
(Setiono, 2005: 6). Dalam hal ini yang diteliti  adalah kebijakan-kebijakan 
yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta  dalam hal Penataan 
Ruang Terbuka Hijau. 
2. Sifat Penelitian 
 Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
yaitu penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, 
menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 
keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada 
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam 
masyarakat (Amirudin dan Z. Asikin. 2004 : 25) 
 Dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan secara tepat tentang 
Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan 
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di 
Kota Surakarta, dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta. 
3. Jenis Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan 
menjadi dua jenis, yaitu : 
 a. Data Primer, yaitu : 
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan atau 
dari lokasi penelitian, dalam hal ini adalah perangkat dari Pemerintah 
Kota Surakarta, yaitu dari Dinas Tata Ruang Kota, Kantor Lingkungan dan 
Satuan tugas yang terkait. 
b. Data sekunder, yaitu : 
Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan 
dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain-
lainnya, sedangkan bahan Hukumnya dibedakan menjadi : 
1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat 
dan terdiri dari : 
a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembentukan Undang-
Undang dasar 1945 
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
c. UU No. 23 Tahun 1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
d. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
e. PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional 
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau  Kawasan Perkotaan  
g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Dua Nomor 8 
Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya 
Daerah Tingkat Dua Surakarta  
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal rancangan 
undang-undang, hasil penelitian atau pendapat sarjana hukum. 
Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku tentang hukum 
 tata ruang, hukum lingkungan, karya tulis, literatur, dan artikel 
yang terkait dengan permasalahan yang ada. 
 
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan pada bahan hukum primer maupun bahan 
hukum sekunder misal kamus hukum, kamus besar indonesia, 
ensiklopedia dan lain-lainnya. 
4. Tekhnik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini, tekhnik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
a. Studi Lapangan 
Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan 
wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 
mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan 
bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk 
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-
pendapat mereka (Burhan Ashofa, 1996: 95). Secara umum ada dua jenis 
teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan 
wawancara dengan teknik bebasa (tidak terstruktur) yang disebut 
wawancara mendalam (in-depth interviewing) (HB. Sutopo, 2002: 58). 
Dalama wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi 
langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh 
data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan. 
Metode wawancara  yang digunakan Dalam penelitian ini  adalah 
metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin 
(terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, 
penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara 
bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. 
 Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer 
serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkoordinasi memeriksa 
dan menangani penataan ruang terbuka hijau kota di tubuh Pemerintah 
Kota Surakarta. 
b. Dokumentasi 
Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal 
yang berupa catatan, buku, surat kabar, maupun majalah yang ada 
relevansi kuat dengan masalah yang diteliti. 
5. Tekhnik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik analisis dengan 
model interaktif (interactive model of analysis) yaitu komponen reduksi data 
dan sajian dilakukan bersama dengan pengumpulan data yang kemudian 
setelah data terkumpul, maka ketiga komponen tersebut berinteraksi dan 
jika kesimpulan masih kurang kuat maka diperlukan verifikasi dan peneliti 
kembali mengumpulkan data di lapangan (HB. Sutopo. 2002 : 94). Sehingga 
data yang terkumpul akan berhubungan dengan data yang lain secara 
sistematis. Yang digambarkan dengan bagan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar bagan (HB. Sutopo. 2002 : 94). 
Kegiatan komponen ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Reduksi Data 
Pengumpulan 
Data 
Penarikan 
Kesimpulan 
atau verifikasi 
Sajian Data Reduksi Data 
 Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 
penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang 
muncul pada catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 
terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir 
lengkap tersusun. 
 
b. Penyajian Data 
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 
benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan 
akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi 
kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat 
menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan 
juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin 
sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis 
selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga 
dengan peninjauan kembali (Mathew B.Miles dan A. Michael Huberman, 
1992: 19). 
d. Model analisis ini merupakan proses siklus data interaktif. Penulis harus 
bergerak diantara empat bab sumbu kumparan itu selama pengumpulan 
data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, 
penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu 
penelitiannya.   
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Adapun sistematika dari penulisan Hukum (skripsi) "Implementasi 
 Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta" ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Dalam hal ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, beserta sistimatika penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
  Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang 
berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti dengan 
memberikan landasan teori atau kerangka teori serta diuraikan 
juga mengenai konsep kerangka pemikiran. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan memaparkan tentang gambaran Umum 
Lokasi penelitian, Kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam 
penanganan penyediaan ruang terbuka hijau, kendala atau 
permasalahan-permasalahan yang timbul dan pola 
penyelesaiannya dalam rangka penyediaan ruang terbuka hijau 
dikaitkan menurut pada UUPR. 
BAB IV : PENUTUP 
  Berisikan tentang kesimpulan daripada yang telah dibahas dan 
saran-saran yang diperuntukan bagi pihak-pihak yang berkaitan 
dengan rumusan penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. KERANGKA TEORI 
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan 
a. Pengertian  
Istilah Hukum Lingkungan terdiri dari kata "Hukum" dan 
"Lingkungan". Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai 
"keseluruhan asas dan norma yang mengatur perilaku manusia di 
dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk 
mewujudkan berlakunya norma di masyarakat" (Mochtar 
Kusumatmadja, 1976: 15).  Hakikat hukum adalah norma atau kaidah 
yang menetapkan perintah, larangan dan kebolehan. Asas 
merupakan dasar rasional untuk memberikan jastifikasi mengapa 
norma tertentu harus diberlakukan dan dipertahankan berlakunya di 
dalam masyarakat. Lembaga dan proses adalah sarana maupun 
mekanisme untuk mewujudkan berlakunya norma dalam kenyataan. 
Oleh karena itu, hukum tidak semata-mata kaidah, namun juga 
meliputi proses beserta lembaga untuk mempertahankan kaidah 
tersebut. 
 Istilah Lingkungan  secara normatif diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan     Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH). Menurut Pasal 1 
angka 1 UUPLH, lingkungan hidup ialah : 
"Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan 
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lainnya". 
Unsur-unsur lingkungan hidup mencakup : 
1. Lingkungan non hayati yang dibentuk oleh sumber daya alam 
non-hayati; 
2. Lingkungan hayati yang dibentuk oleh sumber daya alam 
hayati; 
3. Lingkungan buatan yang dibentuk oleh sumber daya buatan; 
4. Lingkungan sosial yang dibentuk oleh perilaku manusia. 
Melalui pendekatan ekosentris dan bukan antroposentris, 
pengelolaan masing-masing sub-lingkungan di atas tidak dapat 
berjalan sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara holistik untuk 
kepentingan lingkungan itu sendiri. Pembebanan yang tidak 
seimbang pada salah satu sumber daya lingkungan hidup 
menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan kemampuan 
lingkungan dalam mendukung kelangsungan kehidupan manusia itu 
sendiri maupun makhluk hidup lainnya. 
Hukum lingkungan dengan demikian dapat diartikan sebagai 
keseluruhan asas dan norma yang mengatur perilaku manusia di 
dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk 
mewujudkan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya sebagai satu kesatuan yang mampu 
mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
 serta makhluk hidup lainnya. Dengan batasan ini, Hukum Lingkungan 
diharapkan dapat berperan sebagai "agent of stability" dengan fungsi 
perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, serta sebagai "agent of 
development" dan "agent of change" dengan fungsi sebagai sarana 
pembangunan (Siti Sundari Rangkuti, 1986: 1).  Fungsi ini seirama 
dengan tujuan hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, 
yakni “untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara " 
(Mochtar Kusumatmadja, 1977:  2-3). 
b. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan 
kegiatan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup, baik 
pada tahap penentuan kebijakan, penataan, pemanfaatan, 
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan 
pengendaliannya untuk mencapai kelestarian fungsinya. Dalam 
rangka hal itu, ada beberapa prinsip yang perlu dikembangkan, 
antara lain : 
1. Prinsip lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap 
orang (Sic Utere Tuo ut Alienum Non Laedas) (Daud Silalahi, 1996 
: 35).  
Prinsip ini dimuat dalam Pasal 5 ayat (91) UUPLH, dan 
merupakan penjabaran dari Prinsip ke-1 Deklarasi Stockholm 
1972 yang menyatakan sebagai berikut : 
"Man has the fundamental right to freedom, equlity and 
adequate conditions of life, in an environment of a duality 
that permits a life of dignity and well-being, and he bears a 
solemn responsibility to protect and improve the environment 
for present an future generations". 
Manusia memiliki hak kebebasan yang mendasar, 
persamaan dan kondisi kehidupan yang mencukupi dirinya, di 
dalam suatu lingkungan yang menghargai adanya martabat 
 manusia dan tanggungjawab untuk melindungi lingkungan demi 
kepentingan generasi yang akan datang.  
Prinsip tersebut mengandung 2 (dua) dimensi. Pertama, 
Pemerintah mengakui bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan 
sehat merupakan hak dasar yang harus mendapat perlindungan 
dari semua pihak. Khususnya bagi Pemerintah, bentuk 
perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak ini adalah 
memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengambil 
bagian dalam prosedur administratif : seperti berperan serta 
atau hak banding terhadap penetapan administratif. Kedua, 
merupakan bentuk perlindungan ekstensif (luas) terhadap hak-
hak perseroangan, sehingga dapat memberikan landasan 
gugatan hukum atau hak menuntut kepada setiap orang yang 
merasa haknya atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat 
diganggu pihak lain. Menurut Reinhard Streiger, hak menggugat 
atau menuntut atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat 
mempunyai 2 (dua) fungsi (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 
128) yaitu: 
a) The function of defence (Abwehrfunktion), the right of the 
individual to defend himself againts an interference with his 
encironment which is to his disadvantage; 
b) The function of performance (Lesitungsfunktion), the right of 
the individual to demand the performance of an act inorder to 
preserve, to restore or to improve his environment.  
 
Fungsi tersebut meliputi : 
Fungsi untuk bertahan, yakni hak setiap orang untuk 
mempertahankan diri dari tindakan-tindakan pihak lain yang 
merugikan Lingkungan Hidupnya. 
Fungsi untuk menuntut, yakni hak dari setiap orang untuk 
menuntut suatu tindakan yang bertujuan memelihara, 
memulihkan atau memperbaiki Lingkungan Hidupnya.  
 2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 
Pembangunan berwawasan lingkungan (eco-
development) adalah salah satu prinsip yang juga dijadikan dasar 
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Pasal 3 UUPLH). 
Prinsip ini menekankan agar pembangunan dilakukan melalui 
pendekatan ekosistem (ecological approach), yakni kegiatan 
pembangunan yang memperhatikan kepentingan lingkungan. 
Sedangkan pengertian yuridisnya menurut Pasal 1 butir 13 
UUPLH adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan 
mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan 
yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.  
Prinsip ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang 
Undang Dasar  1945 yang dijabarkan lebih lanjut di dalam arah 
dan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan dalam Undang – 
undang No. 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan 
Nasional (PROPENAS) Tahun 2004-2008. PROPENAS Tahun 2000-
2004 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional di bidang 
sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya 
merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan 
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan 
hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi 
dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. 
Dengan kata lain, prinsip pembangunan berwawasan 
lingkungan merupakan suatu sarana untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Untuk 
dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan 
sumber alam dalam segala usaha pendayagunaannya harus 
memperlihatkan keseimbangan lingkungan dan kelestarian 
 kemampuannya, sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-
besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat maupun 
bagi kepentingan generasi yang akan datang. Emil Salim, dengan 
pendekatan ekologis mengemukakan hubungan antara prinsip 
pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan berwawasan 
lingkungan (Emil Salim, 1993: 184-185): 
Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola 
sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-
sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan 
bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan 
dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu eco-
development. Pendekatan ini tidak menolak diubah dan 
diolahnya sumber alam untuk pembangunan dan kesejahteraan 
manusia. Tetapi "kesejahteraan manusia" mengandung makna 
lebih luas, mencakup tidak hanya kesejahteraan material, 
pemenuhan kebutuhan generasi hari kini, tetapi juga mencakup 
kesejahteraan non fisik, mutu kualitas hidup dengan Lingkungan 
Hidup yang layak dihidupi (liveable environment) dan jaminan 
bahwa kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi generapi 
masa depan. 
Hubungan antara prinsip pembangunan berwawasan 
lingkungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan oleh M. 
Daud Silalahi diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang sama, 
sehingga saling berkaitan (M. Daud Silalahi, 1992: 168). Karena 
itu, tidak berlebihan bilamana Koesnadi Harjasoemantri 
menyatakan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan 
sebagai kata kunci (keywods) dalam rangka melaksanakan 
pembangunan dewasa ini maupun di masa mendatang (Koesnadi 
Hardjasoemantri, 1999: 127). 
 Pembangunan berkelanjutan merupakan program nasional, 
bahkan program dunia sebagaimana dicetuskan oleh Komisi 
Khusus yang dibentuk PBB, yakni Komisi Dunia Lingkungan Hidup 
dan Pembangunan (World Commision on Environment and 
Development) pada Tahun 1987 dalam laporannya yang berjudul 
"Hari Depan Kita Bersama" (Our Common Fulture). Sebagai 
program nasional, maka menjadi kewajiban setiap orang untuk 
mensukseskannya dengan jalan berpikir, berperilaku maupun 
berkarya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum 
Lingkungan serta prinsip-prinsip pelestarian kebudayaan.  
Apabila keseimbangan lingkungan terganggu maka kualitas 
lingkungan juga berubah. Padahal kenyamanan hidup banyak 
ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas lingkungan yang 
mendukung kelangsungan hidup manusia. 
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Ruang 
a. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Ruang 
Berikut ini merupakan pengertian dan konsep dasar dari 
tata ruang, baik menurut peraturan perundang-undangan yang baru 
yaitu Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
maupun menurut beberapa ahli. 
 
1. Ruang 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: 
"Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 
hidupnya." 
 Menurut D.A. Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan 
pengertian ruang adalah "wujud fisik wilayah dalam dimensi 
geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia 
dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas 
hidup yang layak"(D.A Tisnaamidjaja, 1997:6). 
Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan 
kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan 
salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan 
demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang 
harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia 
secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan 
memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, 
budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong 
terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang. 
Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman 
dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan 
Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan 
ruang adalah: 
"Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang 
udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia 
dan makhluk hidup lainnya hidup clan melakukan kegiatan 
serta memelihara kelangsungan hidupnya." 
Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-
undang No. 26 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa ruang 
terbagi ke dalam beberapa kategori, yang di antaranya adalah: 
a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di 
bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan 
darat dan sisi darat dari garis laut terendah. 
b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah 
permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut 
 terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, 
di mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya. 
c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan 
dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat 
pada bumi, di mana negara Indonesia memiliki hak 
yuridiksinya. 
2. Tata Ruang 
Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan 
tata ruang adalah "wujud struktural ruang dan pola ruang". 
Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan 
ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan 
alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis 
berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud 
dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran 
permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola 
penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruang 
tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata 
ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk 
secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain. 
Selanjutnya masih dalam peraturan tersebut, yaitu Pasal 
1 angka 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah "suatu 
sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang". 
3. Rencana Tata Ruang 
Perencanaan atau planning merupakan suatu proses, 
sedangkan hasilnya berupa "rencana" (plan), dapat dipandang 
scbagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar 
refleks yang berdasarkan perasaan semata. Tetapi yang penting, 
 perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam 
setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, 
masyarakat, maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan 
pada saat membuat keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan 
untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya. 
Pada negara hukum dewasa ini, suatu rencana tidak dapat 
dihilangkan dari hukum administrasi. Rencana dapat dijumpai 
pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam 
pengaturan tata ruang. Rencana merupakan keseluruhan 
tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang 
mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib 
(teratur). Rencana yang demikian itu dapat dihubungkan dengan 
stelsel perizinan (misalkan suatu perizinan pembangunan akan 
ditolak oleh karena tidak sesuai dengan rencana peruntukan). 
Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, 
sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah 
species dari genus kebijaksanaan. Masalah perencanaan 
berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta 
pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai 
pemecahan masalah secara saling terkait serta berpedoman 
kepada masa depan. 
Saul M. Katz, mcngemukakan alasan atau dasar dari 
diadakannya suatu perencanaan adalah (Asep Warlan Yusuf, 
1997:34) :  
1) Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat 
suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada 
pencapaian suatu perkiraan. 
 2) Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan 
terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan 
dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-
potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga 
mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang 
mungkin dihadapi, dengan perencanaan mengusahakan 
agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. 
3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih 
berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk 
memilih kombinasi terbaik. 
4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. 
Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, 
sasaran maupun kegiatan usahanya. 
5) Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alas 
pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau 
evaluasi. 
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah 
No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang 
Penataan Ruang yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang 
adalah "hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan 
ruang". 
Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah 
untuk menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan 
sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan 
secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan 
adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan 
struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi 
dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, 
sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan 
 efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan 
hidup secara berkelanjutan. 
Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 
ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat 
terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu 
penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan 
perundang-undangan yang serasi pula di antara peraturan pada 
tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah, 
sehingga terjadinya suatu koordinasi dalam penataan ruang. 
4. Kawasan Pedesaan 
Yang dimaksud dengan kawasan pedesaan dalam konsep 
penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama 
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, 
pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan. 
5. Kawasan Perkotaan 
Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan dalam konsep 
penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
6. Kawasan Lindung 
Yang dimaksud dengan kawasan lindung dalam konsep 
penataan ruang adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 
7. Kawasan Budidaya 
 Yang dimaksud dengan kawasan budidaya dalam konsep 
penataan ruang adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi 
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 
buatan. 
b.  Konsep Dasar Hukum Tata Ruang 
Mochtar Koesoemaatmadja mengonstatir bahwa tujuan 
pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal 
saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan 
pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, 
merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat 
yang teratur, di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya 
keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut 
masyarakat pada zamannya (Mochtar Koesoemaatmadja, 1986). 
Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam 
pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: 
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan 
ketertiban dunia ......” 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat” Ketentuan tersebut memberikan “hak 
penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam 
Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk 
menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Kalimat 
tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan 
untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan 
 sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang 
dikehendaki. 
Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya 
untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan 
pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi 
dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila kita 
cermati dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh 
negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka 
dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam 
pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya 
perusakan terhadap lingkungan hidup. 
Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang 
bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak 
merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas 
dasar sumber daya alam, menurut hemat penulis melekat di dalam 
kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan 
lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang 
dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa 
pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. 
Selanjutnya, dalam mengomentari konsep Roscoe Pound, 
Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah 
menjadi sarana pembangunan. Di sini berarti hukum haruslah 
mendorong proses modernisasi (Mochtar Koesoemaatmadja, 2002: 
104). Artinya hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan fungsi 
tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai 
dasar yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, 
 sebagai salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang 
mengenai penataan ruang. 
Untuk lebih mengoptimalisasikan konsep penataan ruang, 
maka peraturan-peraturan perundang-undangan telah banyak di-
terbitkan oleh pihak pemerintah, di mana salah satu peraturan per-
undang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-
undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-
undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. 
Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai 
konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, 
juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah 
dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. 
3. Tinjauan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijau 
a.  Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau 
Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat 
dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran RTH 
Kota (Urban Green Open Space) yang ada, termasuk halaman 
rumah/bangunan pribadi, seyogyanya dapat dimanfaatkan sebagai 
ruang hijau yang ditanami tetumbuhan. Dari berbagai referensi dan 
pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat 
dijabarkan dalam pengertian, sebagai:  
Pengertian RTH, (1) adalah suatu lapang yang ditumbuhi 
berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup 
tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); (2) 
“Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, 
bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan 
apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan 
tahunan  (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai 
 tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, 
rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai 
tumbuhan pelengkap, serta  benda-benda lain yang juga sebagai 
pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan” 
(Purnomohadi, 1995).  
Ruang Terbuka (RT) tidak harus ditanami tetumbuhan, atau 
hanya sedikit terdapat tetumbuhan, namun mampu berfungsi 
sebagai unsur ventilasi kota, seperti plaza dan alun-alun.  Tanpa RT, 
apalagi RTH, maka lingkungan kota akan menjadi ‘Hutan Beton’ yang 
gersang, kota menjadi sebuah pulau panas  (heat island) yang tidak 
sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi, sebab tak layak huni. Secara 
hukum (hak atas tanah), RTH bisa berstatus sebagai hak milik pribadi 
(halaman rumah), atau badan usaha (lingkungan skala 
permukiman/neighborhood), seperti: sekolah, rumah sakit, 
perkantoran, bangunan peribadatan, tempat rekreasi, lahan 
pertanian kota, dan sebagainya), maupun milik umum, seperti: 
Taman-taman Kota, Kebun Raja, Kebun Botani, Kebun Binatang, 
Taman Hutan Kota/Urban Forest Park, Lapangan Olahraga (umum), 
Jalur-jalur Hijau (green belts dan/atau koridor hijau): lalu-lintas, 
kereta api, tepian laut/pesisir pantai/sungai, jaringan tenaga listrik: 
saluran utama tegangan ekstra tinggi/SUTET, Taman Pemakaman 
Umum (TPU), dan daerah cadangan perkembangan kota (bila ada). 
Menurut Pasal 1 butir 31 UUPR, Ruang terbuka hijau adalah 
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
Menurut Gunadi (1995) dalam perencanaan ruang kota 
(townscapes) dikenal istilah Ruang Terbuka (open space), yakni 
daerah atau tempat terbuka di lingkungan perkotaan. RT berbeda 
 dengan istilah ruang luar (exterior space), yang ada di sekitar 
bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (interior space) di 
dalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang 
sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan 
digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan 
olahraga, termasuk plaza (piazza) atau square.  
Zona hijau bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau 
jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel 
kereta api, saluran/ jaringan listrik tegangan tinggi, dan  simpul kota 
(nodes), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, 
taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya, sebagai 
Ruang Terbuka (Hijau). Ruang terbuka yang disebut Taman Kota 
(park), yang berada di luar atau di antara beberapa bangunan di 
lingkungan perkotaan, semula dimaksudkan pula sebagai halaman 
atau ruang luar, yang kemudian berkembang menjadi istilah  Ruang 
Terbuka Hijau (RTH)  kota, karena umumnya berupa ruang terbuka 
yang sengaja ditanami pepohonan maupun tanaman, sebagai 
penutup permukaan tanah. Tanaman produktif berupa pohon 
bebuahan dan tanaman sayuran pun kini hadir sebagai bagian dari 
RTH berupa lahan pertanian kota atau lahan perhutanan kota yang 
amat penting bagi pemeliharaan fungsi keseimbangan ekologis kota.  
b. Ketentuan Hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de 
Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, 
Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002, Rio + 10), disepakati 
bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30 
persen dari total luas kota. Tentu saja ‘angka’ ini bukan merupakan 
patokan mati. Penetapan luas RTH kota harus berdasar pula pada 
studi eksistensi sumber daya alam dan manusia penghuninya. 
 Penetapan besaran luas RTH ini bisa juga disebut sebagai bagian dari 
pengembangan RTH kota. 
Berdasarkan UUPR pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) ditegaskan dalam Pasal 29 berikut ini : 
a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka 
hijau privat. 
b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 
(tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 
c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling 
sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.  
Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 29 : 
Ayat (1)  
Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau 
yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang 
digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang 
termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, 
taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, 
dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, 
adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta 
yang ditanami tumbuhan. 
Ayat (2)  
Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal 
untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan 
sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis 
lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih 
yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan 
nilai estetika kota.  
 Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka 
hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk 
menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. 
Ayat (3)  
Proporsi  ruang  terbuka  hijau  publik  seluas  minimal 20 (dua 
puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota 
dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih 
dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya 
secara luas oleh masyarakat. 
Ketentuan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan 
distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 berikut ini. “Distribusi ruang 
terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki 
pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”. 
Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan 
dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam Pasal 31 berikut 
ini.”Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan 
ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan 
peraturan Menteri”. 
Berdasar batasan umum, maupun kewenangan pengelolaan, 
meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah khusus RTH kota 
dan peraturan lain terkait, namun tetap masih diperlukan 
pengaturan lebih lanjut, yang dikaitkan dengan terbitnya beberapa 
undang-undang lain, seperti: UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang telah disempurnakan dengan UU No. 32/2004, UU No. 
4/1982 yang telah disempurnakan menjadi UU No. 23/1997 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5/1990 tentang 
 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 
4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 5/1992 
tentang Benda Cagar Budaya, dan UU No. 18/1999 tentang Jasa 
Konstruksi. 
c. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan 
Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di 
perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-
hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari 
ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang 
diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun 
introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan 
arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi 
(kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Sementara itu ruang terbuka 
non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) 
maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, 
danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area 
genangan (retensi/retention basin).  
Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang 
berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman 
nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, 
lapangan olah raga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini 
sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, 
sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat 
meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi 
udara, dan enurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-
bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti 
sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan 
sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat 
memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, 
 dan sebagai tetenger (landmark) kota yang berbudaya. Bentuk RTH 
yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, 
lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya. 
Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan 
dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, 
kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. 
Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara 
langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan 
pertanian/ perkebunan (urban agriculture) dan pengembangan 
sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. 
Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat 
merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis.  RTH 
dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis  bentang 
alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, 
sempadan danau, pesisir dsb. RTH dengan konfigurasi planologis 
dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur 
kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH 
kota maupun taman-taman regional/ nasional. Sedangkan dari segi 
kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum 
dan terbuka bagi  masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang 
berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi. 
d. Peran dan Fungsi RTH 
Dalam masalah perkotaan, RTH   merupakan bagian atau 
salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH 
sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk 
memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan 
menjadi:    
a) Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan 
RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (’paru-paru 
 kota’), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air 
secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, 
produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa,  
penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta 
penahan angin;  
b) Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu 
menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media 
komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, 
dan penelitian;  
c) Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, 
berbuah dan berdaun indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha 
pertanian, kehutanan, dan lain-lain;   
d) Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah 
lingkungan kota baik (dari skala mikro: halaman rumah, 
lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara 
keseluruhan).  
Mampu menstimulasi  kreativitas dan produktivitas warga 
kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: 
bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus 
menghasilkan ’keseimbangan kehidupan fisik dan psikis’. Dapat 
tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan 
gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman 
kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur 
hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali. 
e. Manfaat RTH 
Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, 
sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi 
’alami’ ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai 
faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan 
 perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang 
sehat dan manusiawi. Taman tempat peletakan tanaman sebagai 
penghasil oksigen (O2) terbesar dan penyerap karbon dioksida 
(CO2) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan 
pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme 
penyerapan (absorbsi) dan penyerapan (adsorbsi) dalam proses 
fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan 
tumbuhan (batang, bunga, dan buah).  
Dengan adanya RTH sebagai ‘paru-paru’ kota, maka dengan 
sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. 
Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara  
faktor-faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan 
pergerakan angin. RTH membantu sirkulasi udara. Pada siang hari 
dengan adanya RTH, maka secara alami udara panas akan terdorong 
ke atas, dan sebaliknya pada malam hari, udara dingin akan turun di 
bawah tajuk pepohonan. Pohon, adalah pelindung yang paling tepat 
dari terik sinar matahari, di samping sebagai penahan angin 
kencang, peredam kebisingan dan bencana alam lain, termasuk 
erosi tanah. Bila terjadi tiupan angin kencang di ‘atas’ kota tanpa 
tanaman, maka polusi udara akan menyebar lebih luas dan 
kadarnya pun akan semakin meningkat.  
Namun demikian, cara penanaman tetumbuhan yang terlalu 
rapat pun, menyebabkan daya perlindungannya menjadi kurang 
efektif. Angin berputar di ’belakang’ kelompok tanaman, sehingga  
dapat meningkatkan polusi di wilayah ini. Penanaman sekelompok 
tumbuhan dengan berbagai karakteristik fisik, di mana perletakkan 
dan ketinggiannya pun bervariasi, merupakan faktor perlindungan 
yang lebih efektif. RTH sebagai pemelihara akan kelangsungan 
persediaan air tanah. Akar-akar tanaman yang bersifat penghisap, 
dapat menyerap dan mempertahankan air dalam tanah di 
 sekitarnya, serta berfungsi sebagai filter biologis limbah cair 
maupun sampah organik. Salah satu referensi menyebutkan, bahwa 
untuk setiap 100.000 penduduk yang menghasilkan sekitar 4,5 juta 
liter limbah per hari, diperlukan RTH seluas 522 hektar. 
RTH sebagai penjamin terjadinya keseimbangan alami, 
secara ekologis dapat menampung kebutuhan hidup manusia itu 
sendiri, termasuk sebagai habitat alami flora, fauna dan mikroba 
yang diperlukan dalam siklus hidup manusia. RTH sebagai 
pembentuk faktor keindahan arsitektural. Tanaman mempunyai 
daya tarik bagi mahluk hidup, melalui bunga, buah maupun bentuk 
fisik tegakan pepohonannya secara menyeluruh. Kelompok 
tetumbuhan yang ada di antara struktur bangunan-kota, apabila 
diamati akan membentuk perspektif dan efek visual yang indah dan 
teduh menyegarkan (khususnya di kota beriklim tropis).  
RTH sebagai wadah dan obyek pendidikan, penelitian, dan 
pelatihan dalam mempelajari alam. Keanekaragaman hayati flora 
dan fauna dalam RTH kota, menyumbangkan apresiasi warga kota 
terhadap lingkungan alam, melalui pendidikan lingkungan yang bisa 
dibaca dari tanda-tanda (signage, keterangan) bertuliskan nama 
yang ditempelkan pada masing-masing tanaman yang dapat dilihat 
sehari-hari, serta informasi lain terkait. Dengan demikian, 
pengelolaan RTH kota akan lebih dimengerti kepentingannya 
(apresiatif) sehingga tertib. RTH sekaligus merupakan fasilitas 
rekreasi yang lokasinya merata di seluruh bagian kota, dan amat 
penting bagi perkembangan kejiwaan penduduknya. RTH sebagai 
jalur pembatas yang memisahkan antara suatu lokasi kegiatan, 
misal antara zona permukiman dengan lingkungan sekitar atau di 
’luar’nya. RTH sebagai cadangan lahan (ruang).    
 Dalam Rencana Induk Tata Ruang Kota, pengembangan 
daerah yang belum terbangun bisa dimanfaatkan untuk sementara 
sebagai RTH (lahan cadangan) dengan tetap dilandasi kesadaran, 
bahwa lahan cadangan ini suatu saat akan dikembangkan sesuai 
kebutuhan yang juga terus berkembang. Manfaat eksistensi RTH 
secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila 
ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi 
penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan 
kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, 
politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-
perkotaan tertentu.  
4. Teori Implementasi Hukum 
Hukum tumbuh hidup dan berkembang di dalam masyarakat. 
Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman 
bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh 
dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna 
kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum 
itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat 
(Soerjono Soekanto, 1986:13). Oleh karena itu hukum melindungi 
kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu 
dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping 
itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang 
dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, 
antara manusia dengan lembaga. 
Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial 
mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang 
mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan 
dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu ) sebagai 
pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan 
 penuh pengertian patuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-
peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum 
yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa 
didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota 
masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak 
hambatan dalam penerapannya, karena perilaku individu bermacam-
macam. 
Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang 
dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan 
demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah 
laku pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan 
keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan 
berdasarkan kekuatan sanksi (Soetandyo Wignjosoebroto, 1986:19). 
Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, 
bukan karena kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, tetapi 
karena sikap toleran agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi.  Mengambil sikap toleran yaitu sementara 
pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan 
(Soetandyo Wignjosoebroto, 1986:58). Di samping itu, kadar 
ketaatannya juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya atau dari 
hukum dan para aparat penegak hukumnya. Sehingga tidak jarang pula 
terlihat kesenjangan antara perilaku yang diharapkan dengan maksud 
dan tujuan peraturan dengan perilaku yang diwujudkan. 
Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak 
hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain 
adalah undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik 
(perancangan undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai 
pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula (GG. 
Howard dan RS Summers, 1965:46-47). 
 Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi 
masyarakat biasa dan masyarakat pejabat (pegawai), maka dapat 
dipakai pula pendekatan dengan mengambil teori Robert Saidman 
(1976) yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat 
itu melibatkan tiga komponen dasar, yaitu pembuat hukum (undang-
undang), birokrat pelaksana dan pemegang peranan. Dengan mencoba 
untuk menerapkan pandangan tersebut di dalam analisanya mengenai 
bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Model tentang bekerjanya 
hukum itu dilukiskan di dalam bagan  sebagai berikut: 
Gambar 2: Bagan Teori Robert Saidman dan Chamblis ( 1971: 12) 
                     Faktor-faktor sosial dan 
                           personal lainnya 
 
 
     Norma 
 
 
 
   aktivitas penerapan 
 
 
 
Faktor-faktor sosial dan    faktor-faktor sosial dan 
     personal lainnya        personal lainnya 
 
Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana hukum, 
perilakunya ditentukan pula peranan yang diharapkan daripadanya, 
namun harapan itu tidak hanya ditentukan oleh peraturan-peraturan 
saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, termasuk 
faktor yang ikut menentukan bagiamana respon yang diberikan oleh 
pemegang peran adalah sebagai berikut (Robert Saidman dan chamblis, 
1971; 12): 
a. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya 
b. Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum 
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 c. Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri 
pemegang peran itu. 
5. Teori Kebijakan 
Teori yang akan dipergunakan dalam rangka penelitian kebijakan 
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai landasan pemikiran adalah 
teori kebijakan dari Thomas R. DYE. Berbicara tentang perspektif 
kebijakan publik mengarahkan perhatian kita untuk mengkaji proses 
pembuatan kebijakan (policy making process) oleh pemerintah 
(government) atau pemegang kekuasaan dan dampaknya terhadap 
masyarakat luas (public). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai “ is whatever government choose to do is on not to do” (Esmi 
Warasih, 2004: 131). Secara sederhana pengertian kebijakan publik 
dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut: (Thomas R. Dye, 1981:77). 
a. Apa yang dilakukan oleh pemerintah (What government do?) 
b. Mengapa dilakukan tindakan itu (Why government do?) 
c. Dan apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat 
dengan kenyatan (what  defference it makes?) 
Menurut Richard Rose (dikutip dari Dunn) mendefinisikan 
kebijakan publik (public policies) sebagai rangkaian pilihan yang kurang 
lebih satu unsur dengan unsur lainnya saling berhubungan termasuk 
keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan-
badan pejabat pemerintah yang diformulasikan ke dalam isu-isu publik 
dari masalah pertanahan, energi, kesehatan sampai kepada 
permasalahan pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan. 
Sistem kebijakan publik adalah produk manusia yang subjektif 
yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku 
kebijakan sekaligus realitas objektif yang diwujudkan dalam tindakan-
tindakan yang dapat diamati akibat-akibat yang ditimbulkannya, setidak-
tidaknya menyangkut 3 (tiga) unsur penting yaitu : (Thomas R Dye, 
1981:89) 
  
(1) Pelaku kebijakan 
(2) Kebijakan publik 
(3) Lingkungan kebijakan 
Ketertiban antara hukum dan kebijakan publik akan semakin 
relevan pada saat hukum diimplementasikan. Proses implementasi 
selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di tiap tempat, 
karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula 
keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu akan bekerja 
di dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik 
yang dapat saling mempengaruhi. 
Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga 
pemerintah dalam berbagai jenjang /tingkat, baik propinsi maupun 
tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun amsih membutuhkan 
pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam berbagai bentuk 
peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih 
lanjut. Apabila sarana yang dipilih adalah hukum sebagai suatu proses 
pembentukan kebijaksanaan publik, maka faktor-faktor non hukum akan 
selalu memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya.  
Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan langkah-langkah 
kebijaksanaan meliputi:  
(1) menggabungkan rencana tindakan dari suatu program 
dengan menetapkan tujuan, standard pelaksana, biaya dan waktu 
yang jelas;  
(2) melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, 
staf, biaya, resources, prosedur, dan metode, dan  
(3) membuat jadual pelaksanaan (time schedule) dan 
monitoring untuk menjamin bahwa program tersebut berjalan terus 
sesuai rencana.  
 B. Kerangka Pemikiran 
Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang serta adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta mengenai pengendalian lingkungan hidup maka kesadaran hukum 
masyarakat mengenai masalah lingkungan diharapkan mulai tumbuh. Hal ini 
dimaksudkan agar kesadaran hukum masyarakat mengenai arti penting 
kelestarian lingkungan dan penataan ruang yang baik mampu mempengaruhi 
perilaku mereka menjadi motivasi kuat yang dapat melahirkan tindakan yang 
nyata dalam usaha pemanfaatan ruang yang baik dan meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup. 
Manusia pada prinsipnya memerlukan lingkungan yang sehat di dalam 
menjalankan aktivitas sehari-hari di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dengan demikian segala kegiatan yang terjadi di masyarakat akan selalu 
memperhatikan aspek lingkungan hidup atau kehidupan yang berwawasan 
lingkungan. Sehingga semua kegiatan yang berdampak pada berkurangnya 
kualitas lingkungan pada umumnya harus dikendalikan. 
Dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta tentunya telah menyusun 
berbagai kebijakan lain yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan 
hidup khususnya penanganan penataan ruang yang diakibatkan oleh kegiatan-
kegiatan pembangunan sektor  perdagangan, jasa, pemukiman dan lain-lain 
yang sedang digalakkan di Kota Surakarta, dapat berdampak pada menurunnya 
kualitas lingkungan hidup. Meskipun Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah 
mengeluarkan kebijakan tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan 
Hidup, akan tetapi berkurangnya fungsi ruang terbuka hijau yang terus 
berlangsung dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Adanya faktor-faktor 
dan kendala-kendala yang mempengaruhi berkurangnya ruang terbuka 
walaupun sudah ada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dari 
pemerintah daerah dalam hal penanganan jumlah ruang terbuka yang sesuai. 
Sehingga Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Surakarta serta kendala – 
kendala inilah yang layak untuk diteliti.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Fisik Dasar 
a. Letak dan Luas Wilayah  
Kota Surakarta terletak antara 110° 45’ 15” dan 110° 45’ 35” Bujur 
Timur dan antara 7° 35’ dan 7° 56’ Lintang selatan. Kota Surakarta 
merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-
kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. 
Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota SOLO” 
merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 92 m dari 
permukaan air laut dengan batas-batas administrasi sebagai berikut: 
Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. 
Masyarakat 
Pengawasan, 
Penertiban 
Lingkungan yang 
diharapkan 
 Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. 
Sebelah Selatan  : Kabupaten Sukoharjo. 
Sebelah Barat  : Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Boyolali. 
Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km² yang terbagi dalam 5 
Kecamatan 51 Kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 595 dan RT 
sebanyak 2.669. dengan jumlah KK sebesar 130.440 KK, maka rata-rata 
jumlah KK setiap RT berkisar sebesar 49 KK setiap RT. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel 3.01 berikut: 
Tabel 3.01 
Banyaknya Kelurahan, RW, RT dan Kepala Keluarga di Kota Surakarta Tahun 2007 
  
Sumber: Buku Surakarta Dalam Angka  Tahun 2007 
b. Kondisi Topografi 
Secara geografis wilayah Kota Surakarta ini terletak diantara 2 
gunung api yaitu sebelah Timur Gunung Lawu dan sebelah Barat Gunung 
Merapi dan Merbabu, dan dibagian timur dilalui oleh Sungai Bengawan 
Solo. Wilayah Kota Surakarta berada pada cekungan diantara dua gunung 
sehingga mempunyai topografi yang relatif datar antara 0-15 % dengan 
ketinggian tempat antara 80-130 dpl, rinciannya dapat dilihat pada tabel 
3.02 berikut: 
Tabel 3.02 
Ketinggian dan Kemiringan Tanah Tiap Kecamatan 
di Kota Surakarta Tahun 2007 
 
No. 
Kecamatan Ketinggian 
(M) DPL 
Kelerengan 
(%) 
(01) (02) (03) (04) 
1 Laweyan 80-110 0-2 
2 Serengan 80-100 0-2 
No Kecamatan Kelurahan RW RT KK 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 
1 Laweyan 11 105 454 24.611 
2 Serengan 7 72 309 13.631 
3 Pasar Kliwon 9 100 424 20.709 
4 Jebres 11 149 631 32.208 
5 Banjarsari 13 169 851 39.281 
Kota 51 595 2.669 130.440 
 3 Pasar Kliwon 80-100 0-2 
4 Jebres 80-130 0-15 
5 Banjarsari 80-120 0-5 
Kota 80-130 0-15  
Sumber: Buku Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
 
c. Kondisi Geologi  
Struktur tanah di Kota Surakarta secara umum sebagian besar 
merupakan tanah Liat berpasir, termasuk jenis Regosol Kelabu dan 
Alluvial. Di bagian utara Kota Surakarta jenis tanah Liat Grumosol dan 
bagian timur laut tanah Litosol Mediteran. 
d. Kondisi Hidrologi 
Kondisi hidrologi di wilayah Kota Surakarta mencakup air permukaan yang 
berupa sungai dan air tanah (dangkal dan dalam). Di wilayah perencanaan 
Kota Surakarta, terdapat beberapa sungai yang merupakan bagian dari 
sistem drainase Kota Surakarta, yaitu : 
1. Bengawan Solo 
Terletak di perbatasan timur Kota Surakarta, yang menjadi 
muara semua sungai yang ada di Kota Surakarta, kondisi air mengalir 
sepanjang tahun. 
2. Kali Anyar 
Terletak di bagian tengah Kota Surakarta dari arah barat 
menuju ke timur yang bermuara di Bengawan Solo, Kondisi air Kali 
Anyar mengalir sepanjang tahun, namun pada Kali Anyar Hilir pada 
musim kemarau tidak ada aliran air karena dari Kali Anyar hulu 
dialirkan menuju Kali Pepe sebagai gelontoran. 
3. Kali Pepe 
Kali Pepe terletak di bagian tengah Kota Surakarta dan 
merupakan anak sungai Kali Anyar yang berfungsi sebagai jaringan 
drainase dan pengglontor yang bermuara di Bengawan Solo. 
4. Kali Pelemwulung 
 Kali Pelemwulung terletak di perbatasan selatan Kota Surakarta 
dari arah barat mengalir ke arah timur dan bermuara di Bengawan 
Solo. 
5. Kali Jenes 
Kali Jenes terletak di bagian Selatan Kota Surakarta yang 
merupakan anak sungai Kali Pelemwulung yang mengalir menuju 
muara Kali Pepe 
Sedangkan kondisi air tanah dangkal, memiliki kedalaman relatif 
dangkal, yaitu antara 5-10m di Kota Surakarta bagian selatan dan 10-20m 
di Kota Surakarta bagian utara. Sebagian wilayah, masyarakat masih 
menggunakan air tanah dangkal tersebut untuk kebutuhan air bersih. 
Sedangkan air tanah dalam (> 100m) dimanfaatkan oleh PDAM untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, serta sebagian oleh 
perusahaan swasta (industri) untuk memenuhi kebutuhan proses 
produksinya.  
 
2. Kependudukan  
a. Jumlah dan Sebaran Penduduk 
Berdasarkan data tahun 2003 s/d 2007, jumlah penduduk di Kota 
Surakarta terjadi peningkatan jumlah, yaitu : 
 Tahun 2003 : 497.234 jiwa 
 Tahun 2004 : 510.711 jiwa 
 Tahun 2005 : 534.540 jiwa 
 Tahun 2006 : 512.898 jiwa 
 Tahun 2007 : 515.372 jiwa 
Dari jumlah penduduk tersebut, tersebar di 5 wilayah kecamatan, 
dimana jumlah paling banyak terdapat di Kecamatan Banjarsari, yaitu 
161.247 jiwa, dan paling sedikit berada di Kecamatan Serengan, yaitu 
sebanyak 63.429 jiwa, namun demikian Kecamatan Serengan merupakan 
wilayah terpadat, yaitu 19,8 jiwa/ha, dan paling jarang penduduknya 
Kecamatan Banjarsari yang memiliki kepadatan 10,8 jiwa/ha. 
 b. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Berdasarkan data struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kota 
Surakarta pada tahun 2007, jumlah penduduk perempuan/wanita lebih 
banyak dari penduduk laki-laki, yaitu : 
Penduduk laki-laki  : 278.435 jiwa 
Penduduk perempuan  : 286.485 jiwa 
Keadaan tersebut juga terjadi di 5 wilayah kecamatan yang ada, yaitu 
jumlah penduduk wanita lebih banyak dari laki-laki. 
Keadaan selengkapnya tentang struktur penduduk menurut jenis kelamin 
di Kota Surakarta tahun 2007, dapat dilihat pada tabel 3.03 berikut: 
Tabel : 3.03 
Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta 
Dirinci Per Kecamatan Tahun 2007 
No. Kecamatan Penduduk 
Laki-laki 
Penduduk 
Perempuan 
Jumlah 
(01) (02) (03) (04) (05) 
1 Laweyan 53.902 55.545 109.447 
2 Serengan 31.169 32.260 63.429 
3 Pasar Kliwon 42.896 44.612 87.508 
4 Jebres 70.659 72.630 143.289 
5 Banjarsari 79.809 81.438 161.247 
Jumlah 278.435 286.485 564.920 
Sumber: Buku Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
 
 
c. Struktur Penduduk Menurut Agama 
Berdasarkan data tahun 2007, struktur penduduk menurut agama di 
Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
1. Pemeluk agama Islam : 412.283 jiwa 
2. Pemeluk agama Kristen Katholik : 74.355 jiwa 
3. Pemeluk agama Kristen Protestan : 69.971 jiwa 
4. Pemeluk agama Budha : 4.605 jiwa 
5. Pemeluk agama Hindu : 2.141 jiwa 
 
d. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
 Berdasarkan data tahun 2007, struktur penduduk menurut tingkat 
pendidikan (usia 5 tahun keatas) di Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Tidak sekolah   : 12.468 jiwa 
b. Tidak tamat SD   : 28.018 jiwa 
c. Belum tamat SD   : 49.199 jiwa 
d. Tamat SD    : 77.029 jiwa 
e. Tamat SMP   : 77.830 jiwa 
f. Tamat SMA   : 83.364 jiwa 
g. Tamat Perguruan Tinggi  : 30.090 jiwa 
 
 Penduduk yang tidak sekolah paling banyak terdapat di Kecamatan 
Banjarsaris, sebanyak 50.520 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan 
Serengan, sebanyak 1.242 jiwa Untuk tamatan Pendidikan Tinggi paling 
banyak terdapat di Kecamatan banjarsari, sebanyak 9.831 jiwa dan 8.561 
jiwa di Kecamatan Laweyan. Keadaan selengkapnya tentang struktur 
penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Surakarta tahun 2007, 
dapat dilihat pada tabel 3.04 berikut: 
Tabel : 3.04 
Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta 
Dirinci Per Kecamatan Tahun 2007 
SD Tamat 
No Kecamatan Tidak 
Sekolah 
Tidak 
Tamat 
Belum 
Tamat Tamat SMP SMA PT 
Jumlah 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 
1 Laweyan 4.040 7.635 13.194 19.428 18.905 23.253 8.561 95.016 
2 Serengan 1.242 3.018 4.982 15.133 12.553 12.288 4.882 54.098 
3 Pasar 
Kliwon 
1.666 6.493 10.454 15.302 18.094 18.936 6.816 77.761 
4 Jebres - - - - - - - - 
5 Banjarsari 5.520 10.872 20.569 27.166 28.278 28.887 9.831 131.123 
Kota 2007 12.468 28.018 49.199 77.029 77.830 83.364 30.090 357.998 
2006 24.389 43.302 66.223 104.27
0 
102.494 98.186 33.823 472.686 
2005 25.658 42.924 67.858 99.859 103.037 101.01
8 
33.156 473.510 
2004 25.184 47.498 73.979 105.81
6 
103.569 95.974 33.10
3 
485.123 
2003 24.048 47.657 71.195 108.93
8 
97.444 93.270 29.505 472.060 
Sumber: Buku Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
 
 
e. Struktur Penduduk Menurut Matapencaharian 
Dari aspek mata pencaharian penduduk, Kota Surakarta sudah 
didominasi oleh sektor non pertanian, seperti pada data tahun 2007 
sebagai berikut: 
1. Petani   : 1.560 jiwa 
2. Industri Pengolahan : 58.236 jiwa 
3. Konstruksi  : 10.042 jiwa 
4. Keuangan, Asuaransi : 6.274 jiwa 
5. Pedagang  : 111.887 jiwa 
6. Angkutan,gudang : 17.655 jiwa 
 7. PNS/TNI/POLRI : 55.003 jiwa 
8. Listrik, Gas dan Air : 486 jiwa 
9. Lain-lain  : 151.494 jiwa 
Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon tidak terdapat penduduk yang 
bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani sendiri maupun buruh 
tani, sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian pertanian 
(petani sendiri/buruh tani) ini berada di Kecamatan Banjarsari.  
3. Penggunaan Tanah 
Berdasarkan data penggunaan lahan (tanah) di Kota Surakarta pada 
tahun 2007, dan jumlah luas wilayah sebesar 4.404,06 Ha, sebagian besar 
merupakan lahan untuk penggunaan perumahan/permukiman, yaitu seluas 
2.731,02 Ha dan selebihnya untuk penggunaan lainnya. 
Rincian penggunaan lahan tersebut adalah sebagai berikut 
a. Perumahan/permukiman  : 2.731,02 Ha 
b. Jasa    : 427,13 Ha 
c. Perusahaan   : 287,48 Ha 
d. Industri    : 101,42 Ha 
e. Tanah Kosong   : 53,38 Ha 
f. Tegalan    : 85,27 Ha 
g. Sawah    : 149,32 Ha 
h. Kuburan    : 72,86 Ha 
i. Lapangan Olahraga  : 65,14 Ha 
j. Taman Kota   : 31,60 Ha 
k. Lain-lain    : 399,44 Ha 
Penggunaan lahan perumahan/permukiman tersebar di 5 wilayah 
kecamatan yang ada, dimana paling luas berada di wilayah Kecamatan 
banjarsari, yaitu seluas 978,08 Ha, penggunaan lahan untuk kegiatan jasa 
paling luas berada di wilayah Kecamatan Jebres, yaitu seluas 176,75 Ha dan 
untuk lahan perusahaan paling luas berada di wilayah Kecamatan Banjarsari, 
 seluas 88,39 Ha, serta untuk lahan industri terluas berada di wilayah 
Kecamatan Laweyan, yaitu seluas 25,38 Ha. 
Tanah tegalan, dari seluas 85,27 Ha yang dimiliki Kota Surakarta, 83,73 
Ha diantaranya berada di wilayah Kecamatan Jebres, dan selebihnya berada 
di wilayah Kecamatan Banjarsari, sedangkan lahan sawah terbesar berada di 
wilayah Kecamatan Banjarsari, yaitu seluas 82,37 Ha, selebihnya berada di 
wilayah Kecamatan Jebres, Laweyan dan Pasar Kliwon, sedang Kecamatan 
Serengan tidak memiliki lahan sawah. Semua wilayah kecamatan memiliki 
lahan kuburan, dan yang paling luas berada di wilayah Kecamatan Jebres, 
yaitu sekuas 38,98 Ha, dan paling kecil berada di wilayah Kecamatan 
Serengan, yaitu seluas 1,38 Ha, demikian juga dengan lahan untuk taman 
kota, dari 31,6 ha yang ada di Kota Surakarta, seluas 22,6 Ha diantaranya 
berada di wilayah Kecamatan Jebres, dan untuk lapangan olahraga, paling 
luas berada di wilayah Kecamatan Banjarsari, yaitu seluas 30,23 Ha, paling 
kecil berada di wilayah Kecamatan serengan, yaitu seluas 2,61 Ha. 
4. Fasilitas Sosial 
Kota Surakarta memiliki berbagai fasilitas sosial yang tidak hanya 
melayani kebutuhan masyarakat Kota Surakarta (lokal) saja, tetapi beberapa 
jenis fasilitas sosial yang ada merupakan pelayanan tingkat regional dan 
bahkan nasional, seperti Pendidikan Tinggi, Rumah Sakit, Transportasi, 
Rekreasi/Olahraga, Pusat Perdagangan dan sebagainya. 
a. Fasilitas Pendidikan 
Di Kota Surakarta terdapat berbagai tingkatan fasilitas pendidikan, 
mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Pendidikan Tinggi. 
Berdasarkan data tahun 2007, di Kota Surakarta terdapat fasilitas 
pendidikan sebagai berikut : 
TK : 290 buah 
SD : 281 buah 
SMP : 87 buah 
SMA : 39 buah 
SMK : 42 buah 
 Perguruan : 29 buah 
Dari 290 buah TK yang ada, paling banyak terdapat di wilayah 
Kecamatan banjarsari, yaitu sebanyak 86 buah den paling sedikit berada 
di wilayah Kecamatan Serengan, yaitu sebanyak 30 buah, hal ini sesuai 
dengan jumlah penduduknya yang paling sedikit pula. 
Demikian juga dengan Sekolah Dasar (SD), paling banyak terdapat di 
wilayah Kecamatan Banjarsari, yaitu sebanyak 82 buah dan paling 
sedikit berada di wilayah Kecamatan Serengan, yaitu sebanyak 32 buah, 
dan untuk SMP paling banyak di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 
25 buah, dan paling sedikit di Kecamatan Serengan, yaitu sebanyak 10 
buah. 
Tingkat SMU (SMA dan SMK), dari 81 buah yang ada, 32 buah 
diantaranya berada di wilayah Kecamatan Banjarsari, dan paling sedikit 
berada di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, masing-masing sebanyak 6 
buah. 
Keadaan selengkapnya tentang fasilitas pendidikan di Kota Surakarta 
tahun 2007, dapat dilihat pada tabel 3.04. 
Tabel: 3.04 
Banyaknya Fasilitas Pendidikan di Kota Surakarta 
Dirinci Per Kecamatan Tahun 2007 
No Kecamatan TK SD SMP SMA SMK 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 
1 Laweyan 58 57 20 12 12 
2 Serengan 30 32 10 3 4 
3 Pasar Kliwon 43 53 13 4 2 
4 Jebres 75 57 19 6 6 
5 Banjarsari 86 82 25 14 18 
Kota Surakarta 292 281 87 39 42 
Sumber: Buku Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
b. Fasilitas Kesehatan 
Kota Surakarta pada Tahun 2007 sudah memiliki fasilitas kesehatan 
cukup banyak, baik untuk pelayanan tingkat lokal maupun tingkat 
wilayah yang lebih luas. Dari data yang ada, peranan swasta dalam 
 bidang kesehatan ini sudah cukup besar, terbukti dari jumlah fasilitas 
yang ada, sebagian besar milik pengusaha swasta.  
Fasilitas kesehatan yang ada tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Rumah Sakit 15 buah 
2. Balai Pengobatan 33 buah 
3. Rumah Bersalin 11 buah 
4. Puskesmas 15 buah 
5. Puskesmas 26 buah 
6. Toko Obat 22 buah 
7. Laboratorium 7 buah 
8. Apotek 124 buah 
Dari 13 buah Rumah Sakit yang ada, 9 diantaranya milik swasta, Balai 
Pengobatan hanya 1 yang milik pemerintah, demikian juga dengan 
Rumah Bersalin, 1 milik pemerintah dan 10 buah milik swasta. 
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu semuanya milik pemerintah, dan 
toko obat semuanya milik swasta, sedang laboratorium dari 7 buah yang 
ada, 6 diantaranya milik swasta, dan apotek sebanyak 124 buah 
tersebut, sebanyak 110 buah milik swasta.  
c. Fasilitas Peribadatan 
Fasilitas peribadatan di Kota Surakarta paling banyak adalah masjid 
dan surau, yaitu masing-masing sebanyak 502 buah dan 307 buah, hal 
ini sesuai dengan penduduk Kota Surakarta yang mayoritas memeluk 
agama Islam. Jumlah masjid paling banyak berada di Kecamatan 
Banjarsari, yaitu 154 buah dan paling sedikit berada di Kecamatan 
Serengan, yaitu sebanyak 44 buah. 
Sedangkan Gereja sebanyak 171 buah, 56 buah diantaranya berada 
di Kecamatan Jebres, dan paling sedikit berada di Kecamatan Pasar 
Kliwon sebanyak 11 buah. Kuil/Vihara/Klenteng sebanyak 6, terdapat di 
Kecamatan Banjarsari 2 buah, Kecamatan Jebres 3 buah dan Kecamatan 
Serengan 1 buah dan Pura sebanyak 4, masing-masing terdapat di 
wilayah Kecamatan Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon dan Laweyan. 
Keadaan selengkapnya tentang banyaknya fasilitas peribadatan di Kota 
 Surakarta pada tahun 2007 yang dirinci tiap kecamatan, dapat dilihat 
pada tabel 3.05 berikut. 
Tabel : 3.05 
Banyakaya Fasilitas Peribadatan di Kota Surakarta 
Dirinci Per Kecamatan Tahun 2007 
No Kecamatan Masjid Gereja Kuil/Vihara
/Klenteng 
Pura Surau/ 
Mushota 
(01) (02) (03) (04) (05) (08) (07) 
i Laweyan 117 24 0 1 59 
2 Serengan 44 22 0 0 44 
3 Pasar Kliwon 82 13 1 1 73 
4 Jebres 105 56 3 1 74 
5 Banjarsari 154 56 2 1 57 
Kota Surakarta 502 171 6 4 307 
2006 460 170 5 3 175 
2005 440 154 5 3 232 
2004 437 158 5 3 237 
2003 437 158 5 3 337 
 Sumber: Buku Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
 
d. Fasilitas Perdagangan 
Berdasarkan data pada tahun 2007, Kota Surakarta memiliki 41 buah 
pasar, dengan rincian kondisi sebagai berikut : 
 · Jumlah luas tanah : 154.897 m2 
 · Klas I A : 3 buah 
 · Klas I B : 6 buah 
 · Klas II A : 5 buah 
 · Klas II B : 13 buah 
 · Klas III A : 9 buah 
 · Klas III B : 5 buah 
 · Jumlah Isi Los : 9.178 buah 
 · Jumlah Los terisi : 7.942 buah 
 · Jumlah Los kosong : 1.236 buah 
 · Jumlah Kios : 4.788 buah 
 · Jumlah Kios terisi : 4.577 buah 
 · Jumlah Kios kosong : 211 buah 
Sedangkan banyaknya pedagang yang mendapatkan ijin menurut 
jenisnya adalah sebagai berikut : 
· Pedagang besar  : 74 buah 
· Pedagang menengah : 149 buah 
 · Pedagang kecil  : 1.144 buah 
Sedangkan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang terdapat pada tahun 
2007 di Kota Surakarta sebanyak 3.917 buah dengan rincian sebagai 
berikut: 
· Permanen  : 228 buah 
· Mobil   :   50 buah 
· Gerobag Dorong : 427 buah 
· Tenda Bongkar  : 645 buah 
· Oprokan   : 222 buah 
· Pikulan   :   13 buah 
· Gendongan  :    3 buah 
· Sepeda Kayuh  :   39 buah 
· Sepeda rodatiga :   19 buah 
· Sepeda Motor  :   17 buah 
· Gerobag (Keliling) : 202 buah 
e. Fasilitas Wisata 
Kota Surakarta sebagai kota budaya, memiliki beberapa obyek wisata 
yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan 
mancanegara. 
1. Keraton Kasunanan 
Keraton Kasunanan dibangun pada tahun 1745 oleh 
Pakubuwono II di desa Sala, terletak di jantung Kota Surakarta yang 
berdekatan dengan Kantor Pemerintahan Kota Surakarta. Semula 
Keraton Kasunanan berada di Kartosuro, kemudian pada tanggal 17 
Februari 1745 dipindahkan ke Keraton Surakarta. Perpindahan 
Keraton Kasunanan dari Kartosuro ke Surakarta ditandai dengan 
Prosesi Boyong Kedaton dan tanggal 17 Februari ditetapkan sebagai 
Hari Jadi Kota Surakarta. 
Bangunan Keraton Surakarta bergaya arsitektur Jawa dengan 
berbagai symbol dan lambang-lambang kehidupan dengan sedikit 
 hiasan arsitektur Belanda dan modern sebagai pelengkap, sampai 
saat ini Keraton Kasunanan masih berdiri dengan megahnya dan 
merupakan salah satu peninggalan sejarah:.Di dalam Keraton 
terdapat berbagai benda peninggalan sejarah serta sering 
dilaksanakan prosesi budaya yang menjadi daya tarik wisata 
domestik maupun mancanegara. 
2. Pura Mangkunegaran 
Istana atau Pura Mangkunegaran dibangun oleh Raden Mas 
Said atau KGPAA Mangkunegoro I pada Tahun 1757 yang juga 
dikenal sebagai Pangeran Samber Nyawa, dengan bangunan gaya 
Arsitektur Jawa. Sebagaimana dengan Keraton Kasunanan, Pura 
Mangkunegaran ini terletak di kawasan pusat kota, dan di dalamnya 
terdapat berbagai benda peninggalan sejarah serta sering 
dilaksanakan prosesi budaya yang menjadi daya tarik wisata 
domestik maupun mancanegara. Sejak Tahun 1968 Pura 
Mangkunegaran dibuka untuk umum sebagai obyek dan daya tarik 
wisata andalan Kota Surakarta, sehingga banyak wisatawan acing 
datang berkunjung. 
3. Museum Radya Pustaka 
Museum Radya Pustaka merupakan Museum tertua di 
Indonesia setelah Museum Gajahmada di Jakarta ( Bataviasch 
Genoschaap). Museum ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1890 
oleh KRA Sosrodiningrat IV, seorang Patih Raja Kasunanan Paku 
Buwana ke IX. Letaknya sangat strategik berada di JI. Slamet Riyadi 
275, yang merupakan jalan utama Kota Surakarta, sehingga mudah 
dijangkau dengan berbagai macam/jenis kendaraan atau alat 
transportasi apapun. Di dalam Museum tersimpan benda-benda 
peninggalan sejarah, dan yang sangat terkenal adalah Rajamala. 
Koleksi lain yang tersimpan antara lain berupa keris, tombak, kudi 
 dan sebagainya, yang merupakan koleksi pusaka Keraton. Disamping 
itu terdapat pula koleksi wayang, koleksi arkeologis (arca batu dan 
perunggu), koleksi Numismatik (mata uang kuno), koleksi heraldik 
(symbol den lambang), koleksi historik (benda-benda bersejarah), 
koleksi ethnografik, keramik, koleksi filologik (naskah kuno) dan lain 
sebagainya. Pada saat ini kondisi Museum Radya Pustaka kurang 
terawat, sehingga kurang diminati sebagai salah satu obyek dan 
daya tarik wisata. 
4. Taman Sriwedari 
Taman Sriwedari berada di jantung Kota Surakarta, letaknya 
sangat strategik yaitu di JL. Slamet Riyadi. Taman Sriwedari ini 
didirikan oleh Paku Buwana (PB X) pada tahun 1901. Pada awalnya 
kawasan ini berupa taman yang dilengkapi dengan fasilitas publik 
seperti Kebon Raja (Kebun Binatang), Taman, dan tempat hiburan 
lainnya, akan tetapi beberapa fasilitas tersebut kini sudah beralih 
fungsi. Sementara sarana umum yang masih ada seperti Segaran 
(Taman Kapujanggan), Wayang Orang, Stadion, Taman Hiburan 
Rakyat dan Museum Radyapustaka. Di kawasan ini selain terdapat 
Museum Radyapustaka, Juga terdapat Kantor Dinas Pariwisata, Seni 
& Budaya Kota Surakarta yang merupakan Tourist Information 
Center (TIC). Kegiatan Kesenian Tradisional yang sampai saat ini 
masih pentas setiap malam adalah wayang orang serta Taman 
Hiburan Rakyat (THR) yang menyuguhkan taman bermain anak-anak 
dan panggung terbuka untuk kegiatan pentas musik. 
5. Taman Balekambang 
Taman Balekambang terletak di sebelah Utara Stadion 
Manahan, tepatnya di Jl. Achmad Yani. Taman ini dibangun oleh 
kerabat Mangkunegaran bernama Partinah Bosch. Taman yang 
rindang bernuansa teduh sangat baik untuk rekreasi dan tempat 
 bermain anak-anak, yang terdapat sebuah Kolam Ikan. Di Taman 
Balekambang terdapat sebuah Gedung Serbaguna yang bisa 
difungsikan sebagai gedung Kesenian. Taman Balekambang dulunya 
kurang terawat, kemudian dikembalikan fungsi sebenamya yaitu 
sebagai taman rekreasi dan sekaligus sebagai paru-paru kota. 
6. Taman Satwa Taru Jurug (Taman Ranggawarsita) 
Taman Satwa Taru Jurug yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami 
merupakan salah satu kawasan hijau, yang merupakan paru-paru 
Kota untuk mencegah polusi udara. Kawasan ini merupakan taman 
botani yang terletak di tepian Sungai Bengawan Solo yang selain 
berfungsi sebagai paru-paru kota juga terdapat Kebun Binatang yang 
dilengkapi berbagai satwa dari beberapa daerah/ wilayah di tanah 
air. Di Taman ini terdapat pula Monumen Gesang, sebuah monumen 
untuk menghormati Bapak Gesang, pencipta lagu "BENGAWAN 
SOLO" yang terkenal. Di sebelah Timur Taman Satwa Taru Jurug 
terdapat Taman Ronggowarsito, Taman Makam Pahlawan serta 
Camping Ground. Namun saat ini taman tersebut tidak terawat. 
7. Stadion Sriwedari (Stadion Maladi) 
Stadion Sriwedari yang terletak di Jl. Bayangkara merupakan 
salah satu tempat olahraga sepak bola dan atletik dan menjadi 
Stadion kebanggaan warga masyarakat Kota Surakarta, karena di 
Stadion Sriwedari ini diselenggarakan Pekan Olah Raga Nasional ( 
PON ) yang pertama kali digelar di Indonesia pada tanggal 9 
September 1946, dan pada tanggal 9 September ditetapkan sebagai 
Hari Olah Raga Nasional. Stadion Sriwedari dibangun oleh Kanjeng 
Sunan Paku Buwana X, salah satu Raja Keraton Kasunanan yang 
sangat terkenal, yang memerintah pada tahun 1893 sampai dengan 
1939. Tujuan dibangunnya Stadion ini adalah untuk kegiatan olah 
raga kerabat Keraton dan kalangan pribumi, yang pada waktu itu 
 tidak dapat berolah raga bersama dengan penjajah Belanda. 
Disamping itu, Stadion Sriwedari yang merupakan salah satu open 
space di Kota Surakarta yang ditetapkan sebagai Monumen Olah 
Raga Nasional, sehingga keberadaan Stadion Sriwedari perlu 
dilestarikan. 
8. Stadion Manahan 
Salah satu fasilitas publik yang berfungsi sebagai pusat 
rekreasi dan kegiatan olah raga yang sangat representatif adalah 
Stadion Manahan. Di Kawasan ini didirikan berbagai macam sarana 
olah raga, seperti Stadion Sepak Bola, Velodrom untuk Balap Sepeda, 
Lapangan Voley Ball, Lapangan Tennis in door dan out door, Gedung 
Bulu Tangkis, Gedung Basket Ball, Lintasan Atletik, Kolam Renang dan 
sebagainya, yang semuanya bertaraf internasional. Selain itu, banyak 
kegiatan olah raga lain yang dilakukan di seputar Stadion Manahan, 
seperti senam jalan santai jalan sehat dan sebagainya. 
9. Museum & Gallery Batik Danar Hadi 
Museum & Gallery Batik Danar Hadi ini terletak di sebelah 
timur Taman Sriwedari, tepatnya di JI.Slamet Riyadi Solo (Ndalem 
Wuryaningratan). Di Museum Batik ini, terdapat beragam motif 
batik, dari motif klasik hingga yang paling modem, aneka peralatan 
pembuatan batik mulai yang paling sederhana hingga yang cukup 
mutakhir. Daya tarik lain yang ditampilkan adalah sejarah dan proses 
pembuatan batik, baik secara klasik dan bernuansa tradisional 
seperti batik tulis maupun batik dengan corak modern. 
10. Pasar Antik Triwindu 
Pasar Antik Triwindu adalah merupakan Pasar tradisional 
yang sangat terkenal di Kota Surakarta, yang dibangun oleh K.GPAA 
Mangkunegara VII, dalam rangka memperingati tiga windu Jumeneng 
Nata atau 24 tahun masa pemerintahannya, oleh karenanya 
 dinamakan Pasar Triwindu. Lokasinya di depan Istana atau Pura 
Mangkunegaran , berada di pusat Kota Surakarta yang sangat 
strategik sehingga mudah terjangkau. Di Pasar Triwindu dijual 
berbagai macam barang-barang antik, kuno dan barang-barang 
bekas, maka Pasar Triwindu dikenal pula sebagai Secondhand market 
yang menarik wisatawan domestik maupun asing. 
11. Monumen Perjuangan 45 Banjarsari 
Lokasi Monumen Perjuangan “45” Banjarsari, dahulu dikenal 
sebagai Villa Park atau Taman Kota, yang dibangun oleh Keluarga 
Mangkunegaran. Oleh karena itu, disekitar Monumen Perjuangan 45 
Banjarsari banyak kerabat Mangkunegaran bertempat tinggal dan 
selanjutnya berkembang menjadi kawasan permukiman elite yang 
pertama di Kota Surakarta. Monumen Perjuangan “45” Banjarsari 
dibangun sebagai peringatan terjadinya pertempuran 4 hari oleh 
para pejuang Kota Surakarta saat mempertahankan kemerdekaan 
dari penjajahan Belanda. Pada saat terjadinya pertempuran tersebut, 
banyak pejuang muda yang tergabung dalam Tentara Pelajar, gugur 
sebagai bunga bangsa. 
Monumen Perjuangan “45” Banjarsari selesai dibangun pada tanggal 
31 Oktober 1973, namun keadaannya saat ini sangat 
memprihatinkan, karena tidak terawat, kotor dan banyak bagian dari 
bangunan yang rusak. 
12. Kawasan Kampung Batik Laweyan 
Kampung Laweyan merupakan kawasan sentra industri Batik 
tradisional yang unik, spesifik dan bersejarah sejak jaman Kasultanan 
Pajang. Karena sejarah dan keunikannya tersebut, kampung Laweyan 
ditetapkan sebagai obyek wisata yang sekaligus sebagai sentra 
industri batik tulis. Pada mulanya Kampung Batik Laweyan 
 merupakan Kampung yang tertutup, namun sekarang sudah terbuka, 
dan telah ditetapkan sebagai salah satu obyek wisata andalan. 
13. Taman Budaya Surakarta 
Taman Budaya Surakarta (TBS) terletak berdekatan dengan 
Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Institut Seni Indonesia (ISI). 
Dinamakan Taman Budaya dikarenakan untuk memberi wadah 
berbagai lapisan masyarakat untuk mengembangkan penguasaan 
beberapa cabang seni yang ada di masyarakat. Tempat ini menjadi 
ajang latihan dan pementasan berbagai macam jenis kesenian serta 
unluk meningkalkan apresiasi masyarakat terhadap seni. Karena di 
tempat ini sering berkumpul para seniman, maka tempat ini 
ditetapkan sebagai salah satu obyek wisata di Kota Surakarta. 
14. Monumen Pers Nasional 
Monumen Pers Nasional yang terletak di JI. Gajahmada 
didirikan untuk memperingati Hari Jadi Pers Nasional yang jatuh pada 
setiap tanggal 9 Februari yaitu saat diadakan pertemuan para 
wartawan seluruh Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946. 
Di dalam Monumen Pers Nasional tersimpan bukti-bukti sejarah 
perjalanan Pers Nasional sejak jaman penjajahan Belanda, 
penjajahan Jepang, jaman Kemerdekaan, Clash I dan II serta jaman 
Kemerdekaan dan jaman Pembangunan sekarang ini. 
Selain beberapa obyek wisata yang sekaligus menjadi bagian dari 
kegiatan rekreasi dan pariwisata, di Kota Surakarta terdapat banyak 
hotel, mulai dari hotel berbintang 4 hingga melati. berdasarkan data 
yang ada, jumlah hotel di Kota Surakarta pada tahun 2007 adalah 
sebagai berikut : 
· Hotel Berbintang : 17 buah 
Jumlah Kamar : 900 kamar 
· Hotel Melati  : 112 buah 
 Jumlah Kamar : 2.129 kamar 
· Belum Terklasifikasi : 8 buah 
Jumlah Kamar : 71 kamar 
Hotel tersebut letaknya tersebar pada ruas-ruas jalan strategis atau di 
sekitar simpul transportasi (stasiun dan terminal) sesuai dengan pangsa 
pasar yang menjadi sasarannya. Keadaan selengkapnya tentang 
banyaknya hotel dan kamar di Kota Surakarta pada tahun 2005-2007 
yang dirinci menurut klasifikasinya, dapat dilihat pada tabel 3.06 
berikut: 
Tabel 3.06 
Banyaknya Hotel dan Kamar di Kota Surakarta Dirinci Menurut 
Jenisnya Tahun 2005-2007. 
2005 2006 
Jumlah Jumlah No Klasifikasi 
Hotel Kamar Hotel Kamar 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 
1 Hotel Berbintang **** 4 539 4 478 
2 Hotel Berbintang *** 4 164 4 188 
3 Hotel Berbintang ** 2 79 2 70 
4 Hotel Berbintang * 5 193 5 152 
5 Hotel Melati *** 24 699 24 619 
6 Hotel Melati ** 43 987 43 964 
7 Hotel Melati * 38 524 38 505 
8 Belum Terklasifikasi 8 69 8 67 
Jumlah Total 128 3.254 129 3.043 
Sumber: Buku Statistik Kepariwisataan Kota Surakarta Tahun 2007 
 
5. Bangunan Bersejarah 
Berdasarkan penelitian tentang konservasi lingkungan dan bangunan 
kuno bersejarah di Kota Surakarta, direkomendasikan beberapa lingkungan 
dan bangunan yang dilindungi/ dikonservasikan sebagai berikut : 
a. Lingkungan Tradisional, meliputi : 
· Lingkungan Keraton Kasunanan ( termasuk alun-alun ). 
· Lingkungan Keraton Mangkunegaran. 
· Lingkungan Perumahan Baluwarti. 
· Lingkungan Perumahan Laweyan. 
b. Bangunan Kuno, meliputi : 
 · Benteng Vastenburg 
· Kantor Kodim 
· Kantor Brigade Infanteri 6 
· Loji Gandrung 
· Dalem Brotodiningratan 
· Dalem Purwodiningratan 
· Dalem Suryohamijayan 
· Dalem Sasonomulyo 
· Dalem Wiryodiningratan 
· Pasar Gede Harjonagoro 
· Bank Indonesia 
· Pengadilan Tinggi Agama 
· Kantor Veteran 
· Bondo Lumakso 
· Kantor D.P.O 
· Masjid Agung 
· Masjid Mangkunegaran 
· Masjid Laweyan 
· Langgar Laweyan 
· Langgar Merdeka 
· Gereja Katolik St.Antonius 
· Vihara Avalokiteshwara 
· Vihara Po-An-Kiong 
· Pamardi Putri 
· Bundaran Purbayan 
· Museum Radyapustaka 
· Stasiun Balapan 
· Stasiun Purwosari 
· Stasiun Jebres 
· Rumah Sakit Kadipolo 
 · Wisma Batari 
c. Monumen Bersejarah dan Perabot Jalan. 
  Yang termasuk dalam kategori monumen bersejarah dan perabot jalan 
adalah peninggalan dan artefak yang tidak termasuk jenis bangunan dan 
lingkungan, antara lain : 
· Makam Laweyan 
· Jembatan Pasar Gede 
· Jembatan Kali Pepe 
· Gapura Kleco, Jurug dan Grogol 
· Gapura Mojosongo 
· Gapura Klewer 
· Gapura Batangan 
· Gapura Gading 
· Tugu Lilin 
· Tugu Tali Rogo, Kleco 
· Tugu Gembrengan, Jebres 
· Monumen Banjarsari 
· Monumen Pasar Nongko 
· Monumen Stroomvals 
· Monumen Pejuang Tepe 
· Monumen Stadion Sriwedari 
· Patung Slamet Riyadi 
· Patung Gatot Subroto 
· Patung Ronggowarsito 
· Patung Suratin 
· Prasasti Gerilya 
· Prasasti Gerilya Mase Tepe 
· Jam Pasar Gede 
· Tiang lampu Gladag 
 d. Ruang Terbuka/Taman, meliputi: 
· Taman Sriwedari 
· Taman Balekambang 
· Taman Jurug 
· Taman Banjarsari 
· Taman Air Tirtonadi 
6. Beberapa Permasalahan Utama Kota 
Beberapa permasalahan utama yang ada di Kota Surakarta meliputi 
beberapa jenis sebagai berikut : 
a. Masalah Transportasi 
1) Lalu lintas regional yang masih memasuki kawasan tengah kota, 
sehingga menambah kepadatan dan kerawanan lalu lintas. 
2) Kondisi jalan arteri primer yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu 
banyak perlintasan dengan jalan fungsi sekunder. 
3) Terdapat 9 (sembilan) perlintasan sebidang antara jalan Kereta Api 
dengan Jalan Raya, hal ini mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu 
lintas, meningkatnya pencemaran udara akibat emisi gas buang 
serta mengakibatkan terjadinya pemborosan energi. 
4) Beberapa ruas jalan dalam kota sudah menunjukkan kepadatan lalu 
lintas yang cukup tinggi, sehingga sering terjadi kemacetan lalu 
lintas. 
5) Terbatasnya ruang parkir umum untuk menunjang kegiatan sosial 
ekonomi kota, dan lebih banyak menggunakan ruang parkir jalan, 
sehingga menambah permasalahan transportasi kota. 
b. Disparitas Perkembangan Kota 
Yaitu terjadinya kesenjangan perkembangan kota, antara Surakarta 
Bagian Selatan yang intensitas ruangnya sangat tinggi dengan Surakarta 
bagian Utara yang sebagian kawasannya kurang berkembang. 
c. Terbatasnya Open Space 
 Open space yang berupa taman kota dan lapangan olahraga (public 
space) seluas 96,74 Ha atau sekitar 2,2% dari luas wilayah Kota 
Surakarta, hal ini sangat tidak proporsional sebagai paru-paru kota, dan 
lahan yang belum terbangun yang berupa sawah, tegalan dan tanah 
kosong seluas 340,07 Ha atau sekitar 7,7%. 
d. Pencemaran Lingkungan 
Pencemaran lingkungan yang diindikasikan terjadi meliputi: 
1) Pencemaran air sungai akibat adanya kegiatan industri dan limbah 
domestik 
2) Pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan dan kegiatan 
industri 
3) Pencemaran air tanah akibat sistem sanitasi sebagian besar dengan 
sistem konvensional. 
e. Kepadatan Bangunan 
Kawasan pusat kota sudah menunjukkan adanya intensitas kepadatan 
bangunan yang sangat tinggi, sehingga menyulitkan untuk 
pengembangan komponen - komponen kota yang diperlukan. 
f. Bangunan Liar 
Banyak tumbuh bangunan liar pada kawasan lindung (sempadan sungai 
dan sempadan rel KA), sehingga fungsi lindung kawasan menjadi 
terganggu. 
g. Masalah Pedagang Kaki Lima 
Sebagian besar PKL menempati lokasi yang tidak semestinya, hal ini 
mengakibatkan fungsi jalan menjadi terganggu, di lain sisi upaya 
pengembangan ruang bagi PKL terbatas. 
 
 
 
  
B. Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan 
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
Di Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta 
Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah di perkotaan adalah 
sebagai berikut: 
· ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH 
privat; 
· proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% 
yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari 
ruang terbuka hijau privat; 
· apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang 
bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan 
atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap 
dipertahankan.  
Di setiap kota ruang terbuka hijau (RTH) memiliki tiga fungsi penting 
yaitu ekologis,sosial-ekonomi dan evakuasi. Dalam Pasal 29 UU No. 26 tahun 
2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, jumlah RTH di setiap kota harus 
sebesar 30 persen dari luas kota tersebut. RTH perkotaan adalah bagian dari 
ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, 
tanaman dan vegetasi. 
Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, 
mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi 
lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang 
interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota 
Surakarta. Sementara evakuasi berfungsi antara lain untuk tempat 
pengungsian saat terjadi bencana alam. Dengan keberadaan RTH yang ideal, 
maka tingkat kesehatan warga kota yang bersangkutan juga menjadi baik. 
RTH dapat mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal yang 
 berbahaya bagi kesehatan manusia. Saat ini, banyak anak di perkotaan yang 
menderita autis yang disebabkan antara lain karena tingginya kadar polutan 
di daerah perkotaan. Sifat polutan berbahaya tersebut melayang-layang 
diudara dengan ketinggian kurang dari satu meter dari tanah maka tidak 
aneh jika banyak berdampak terhadap kesehatan anak-anak menuturkan, 
ketentuan luasan 30 persen RTH di setiap perkotaan merupakan hasil 
kesepakatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, 
Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesberg, Afrika Selatan 10 
tahun. Namun tampaknya bagi kota-kota di Indonesia, hal ini akan sulit 
terealisir akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana 
dan prasarana kota, seperti pembangunan bangunan gedung, 
pengembangan dan penambahan jalur jalan yang terus meningkat serta 
peningkatan jumlah penduduk.  
Untuk merealisasikan keberadaan RTH yang mumpuni di perkotaan 
Indonesia diperlukan komitmen kuat dari semua pihak baik pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 
Upaya tersebut antara lain mendorong permukiman melalui bangunan 
vertikal. Dengan tinggal di permukiman yang vertikal, maka akan 
menggunakan lahan yang lebih sedikit, sehingga lahan lainnya dapat 
dimanfaatkan untuk RTH Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk 
menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem 
hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang 
dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, 
serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 
30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui 
pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal. 
Melalui Pasal 29 UU No.26 Tahun 2007 tentang proporsi penyediaan 
ruang terbuka hijau, Pemkot Surakarta telah berusaha memenuhi kriteria 
tersebut meski dalam melaksanakan kebijakannya masih menggunakan 
Perda yang lama yaitu Perda No.8 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata 
 Ruang Kota Surakarta untuk penataan ruangnya, namun mengingat perlunya 
pengendalian lingkungan maka dengan Perda No.2 Tahun 2006 Pemkot 
Surakarta telah menerapkan proporsi sesuai apa yang diamanatkan didalam 
Pasal 29 UU No.26 Tahun 2007 yaitu “Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari 
luas wilayah Kota Surakarta”. 
Kebijakan Pemkot Surakarta dalam pelaksanaan UU No.26 Tahun 
2007 tersebut adalah dengan menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Surakarta untuk mengganti Perda No.8 Tahun 1993 yang sudah tidak 
relevan dengan perkembangan pembangunan Nasional pada umumnya. 
Dalam pelaksanaan penataan ruang, selanjutnya Pemkot sendiri telah 
mengacu kepada petunjuk pelaksanaan yang baru, yaitu PP No.26 Tahun 
2008. Berkaitan dengan penyediaan RTH melalui kewenangan yang 
diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk sikap dan tindakan serta disesuaikan 
dalam UUPR maka dalam pelaksanaannya meliputi perencanaan, 
pengendalian dan pemanfaatan ruang kota sebagai upaya untuk 
mendapatkan RTH minimal 30% dari luas Kota Surakarta dengan standar 
minimal 20% untuk publik dan 10% dipenuhi dari privat, untuk lebih jelasnya 
:  
1. Rencana Strategis (RENSTRA) 
Kota Surakarta telah memiliki Rencana Strategi Daerah Tahun 2003-
2008 (Perda Nomor 16 Tahun 2003). Beberapa kebijakan penting dari 
bidang pembangunan Kota Surakarta yang ditegaskan dalam Rencana 
Strategis Daerah adalah: 
a. Bidang Hukum 
Kebijakan di bidang hukum diarahkan antara lain untuk 
mendukung terciptanya supremasi hukum, jaminan dan kepastian 
hukum, serta penghargaan hak-hak asasi manusia berdasarkan 
prinsip-prinsip kepastian kemanfaatan dan keadilan 
b. Bidang Administrasi Umum 
 Kebijakan di bidang ini antara lain diarahkan pada pendayagunaan 
Aparatur Pemerintah yang mencakup 3 unsur pokok yaitu: 
Kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Profesionalitas aparatur 
daerah dalam pelayanan masyarakat dan peningkatan sumber-
sumber keuangan daerah. 
c. Bidang Ekonomi 
Kebijakan ini diarahkan antara lain: 
1) Pengembangan industri pengolahan yang mempunyai daya 
saing tinggi, yang berbasis pada kemampuan local 
2) Pengembangan program kemitraan dan kerjasama 
penanaman modal 
3) Peningkatan jiwa kewirausahaan  yang memiliki daya saing 
global 
4) Penyederhanaan prosedur perijinan guna menarik investor 
5) Penguatan wahana pengembangan usaha perdagangan 
6) Pemantapan ketahanan pangan 
7) Diversifikasi produk pertanian 
8) Peningkatan kerjasama/kemitraan dengan unsure-unsur 
pelaku pariwisata dan jaringan kerja antar daerah 
9) Revitalisasi obyek-obyek wisata, penggalian obyek dan daya 
tarik wisata yang baru 
10) Pertumbuhan dan pengembangan sentra-sentra usaha kecil, 
menengah dan koperasi yang kokoh dan berdaya saing 
d. Bidang Politik 
Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk 
1) Pengembangan kehidupan masyarakat yang dinamis, maju, 
bersatu, rukun, damai, demokratis, toleran dan memiliki 
semangat bela Negara yang tinggi 
2) Pengembangan infrasttruktur demokrasi 
e. Bidang Keamanan dan perlindungan Masyarakat 
 Kebijakan bidang ini diarahkan antara lain untuk menciptakan 
kondisi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif demi 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan disegala bidnag, 
melalui peningkatan koordinasi antara aparat keamanan dan 
ketertiban serta seluruh komponen masyarakat 
f. Bidang Agama 
Kebijakan bidang ini diarahkan antara lain untuk 
1) Pengembangan kerukunan umat beragama melalui jaringan 
kerja antar umat beragama 
2) Pengembangan peran dan fungsi tempat peribadatan sebagai 
wadah interaksi social umatnya, lembaga pendidikan 
keagamaan dan menunjang peningkatan keimanan dan 
kesalehan masyarakat. 
g. Bidang Pendidikan 
Kebijakan di bidang ini diarahkan untuk: 
1) Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan terutama 
menyukseskan program wajib belajar Dikdas 9 tahun 
2) Perluasan kesempatan belajar bagi keluarga tidak mampu dan 
penyandang cacat (difabel) 
3) Peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik 
4) Optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam 
menumbuhkembangkan budi pekerti luhur 
h. Bidang Iptek 
Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk 
pengembangan kerjasama antar  lembaga penelitian dan 
pengembangan baik pemerintah maupun swasta untuk 
penguatan pelaksanaan otonomi daerah maupun kemajuan 
masyarakat khususnya dunia usaha 
i. Bidang Kesehatan 
Kebijakan bidang ini diarahkan antara lain untuk: 
 1) Tentang paradigma sehat 
2) Pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu 
Peningkatan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya 
promotif dan preventif yan didukung dengan upaya kuratif 
dan rehabilitatif 
j. Bidang Sosial 
Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk: 
1) Peningkatan penanggulangan secara sistematis segala bentuk 
penyakit masyarakat dan perdagangan obat terlarang 
2) Peningkatan ketahanan sosial untuk penyelamatan dan 
pemberdayaan pada penyandang masalah kesejahteraan 
sosial dan korban sesame 
3) Pemberian aksesbilitas fisik dan non fisik kepada kaum difabel 
untuk membantu dalam pengambilan keputusan 
4) Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial antara lain 
pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan 
5) Pembudayaan olahraga sejak usia dini baik melalui jalur 
sekolah maupun masyarakat 
6) Pengembangan iklim kondusif bagi generasi muda untuk 
wahana pembelajaran menjadi pemimpin bangsa dimasa 
depan. 
k. Bidang Kebudayaan 
Kebijakan di bidang ini diarahkan antar alain untuk 
1) Peningkatan kualitas dan ketahanan budaya 
2) Pengembangan kebudayaan khas yang bersumber dari 
warisan budaya luhur bangsa dan budaya daerah 
3) Peningkatan apresiasi seni dan budaya tradisional daerah bagi 
pengembangan pariwisata daerah 
l. Bidang Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup 
Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk: 
 1) Pencegaha dan penanggulangan pencemaran lingkungan 
melalui pengurangan produksi limbah dan penerapan 
teknologi ramah lingkungan 
2) Penegakan perundang-undangan lingkungan hidup 
3) Penataan ruang wilayah perbatasan 
m. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota 
Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk  
1) Pengembangan sistem transportasi 
2) Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan 
3) Penataan sistem drainase 
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan 
pemukiman 
n. Bidang Komunikasi dan Media masa 
Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk 
1) Peningkatan kerjasama kemitraan antara pemerintah kota, 
Media Massa dan Masyarakat dalam memantapkan kualitas 
demokrasi dan keseimbangan informasi 
2) Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi dan komunikasi 
pembangunan dan hasil-hasilnya. 
2. Rencana Pola Tata Ruang 
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta didasarkan pada 
beberapa hal, antara lain : 
a. Keadaan penggunaan tanah yang ada, yang mana semaksimal 
mungkin menghindarkan adanya perombakan yang bersifat frontal. 
b. Rencana struktur makro yang sudah ditetapkan pada bab terdahulu. 
c. Menetapkan jenis penggunaan tanah baru sesuai dengan potensi 
yang ada, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kota secara 
positif. 
 Menilai jenis-jenis penggunaan tanah yang dirasa sudah mengganggu 
kegiatan lainnya, sehingga perlu adanya pemindahan atau peniadaan. 
 Dalam pengembangan tata guna tanah Kota Surakarta, menggunakan 
pola atau konsep, Mix Used Planning dan Flexible Zonning. Konsep 
tersebut cukup sesuai untuk dikembangkan pada Kota-kota yang 
pemanfatan ruangnya berkembang secara alami, karena dengan konsep 
tersebut dapat mengantisipasi permasalahan perijinan pembangunan 
yang sering terjadi pada model perencanaan tata ruang kota yang bersifat 
mutlak.  
 Secara garis besar, aplikasi konsep tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Mengalokasikan adanya zona campuran (mix used) yang dapat 
diperuntukkan bagi beberapa jenis kegiatan yang berbeda, tetapi 
tidak saling mengganggu, misalnya perumahan dengan toko, toko 
dengan bank, perumahan dengan sekolahan dll. 
b. Memberikan toleransi alokasi beberapa jenis kegiatan tertentu diatur 
dengar matrik pengendalian pada zona tertentu, misalnya pada zona 
perumahan, dapat diijinkan adanya toko, sekolahan, tempat ibadah 
dll. 
 
 
 
 Secara garis besar rencana tata guna tanah di wilayah perencanaan 
Kota Surakarta adalah meliputi 2 kawasan utama, yaitu: 
1. Kawasan Lindung 
Kawasan lindung yang ada di Kota Surakarta adalah meliputi : 
1.a. Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Sempadan Jalan K.A 
· Sempadan Sungai Bengawan Solo, dengan jarak 3m untuk 
bagian sungai yang bertanggul, dan 15m untuk bagian 
sungai yang tidak bertanggul. 
· Sempadan Sungai Kali Anyar, dengan jarak 3 m untuk 
bagian sungai yang bertanggul, dan 15 m untuk bagian 
sungai yang tidak bertanggul. 
 · Sempadan Sungai Kali Pepe, dengan jarak 10 m. 
· Sempadan Kali Pelemwulung, dengan jarak 3 m untuk 
bagian sungai yang bertanggul, dan 10 m untuk bagian 
sungai yang tidak bertanggul. 
· Sempadan Sungai Kali Jenes, dengan jarak 10 m. 
· Sempadan Sungai Kali Sumber, dengan jarak 10 m. 
· Sempadan Jalan Rel Kereta Api, dengan jarak 6 m. 
1.b. Kawasan Lindung Cagar Budaya, yaitu beberapa lingkungan 
yang memiliki nilai sejarah, meliputi : 
· Lingkungan Keraton Kasunanan ( termasuk alun-alun ). 
· Lingkungan Keraton Mangkunegaran. 
· Taman Sriwedari. 
· Taman Balekambang. 
1.c. Kawasan Rawan Bencana (banjir), yaitu kawasan yang rawan 
terjadi banjir meliputi : 
· Kelurahan Jebres 
· Kelurahan Pucangsawit 
· Kelurahan Sewu 
· Kelurahan Sangkrah 
· Kelurahan Semanggi 
· Kelurahan Joyosuran 
· Kelurahan Gandekan 
· Kelurahan Jagalan  
· Kelurahan Sudiroprajan 
· Kelurahan PasarKliwon 
· Kelurahan Kedunglumbu 
· Kelurahan Joyontakan 
2. Kawasan Budidaya 
 Kawasan Budidaya, yaitu meliputi berbagai kegiatan 
perkotaan yang rincian peruntukannya adalah sebagai berikut 
2.a. Zona Perumahan/permukiman 
Zona ini mendominasi lahan yang ada dan letaknya menyebar 
pada masing-masing BWK. 
2.b. Zona Pendidikan 
Zona pendidikan yang ada tetap direkomendasikan sebagai 
zona pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi dan SLTP/SLTA 
yang lokasinya membentuk kelompok pendidikan. 
2.c. Zona Perdagangan dan Jasa 
Zona ini diarahkan sesuai dengan kecenderungan 
perkembangan yang terjadi, yaitu di lokasi pasar dan 
sekitarnya dan beberapa kawasan yang berkembang kegiatan 
perdagangan. 
2.d. Zona Perkantoran. 
Zona perkantoran ini meliputi Kantor Pemerintah Kota 
Surakarta dan Institusi Pemerintah lainnya, seperti Kantor 
Dinas Teknis, Kantor Kecamatan, Kantor Kodim dan Kantor 
Polres. 
2.e. Zona Industri. 
Untuk menampung kegiatan industri menegah dan besar di 
Kota Surakarta, disediakan ruang yang berupa zona industri 
yang terletak di pinggiran kota, yaitu meliputi 2 lokasi zona 
industri, di Kelurahan Pucangsawit sesuai dengan kondisi 
yang ada, dan di Kelurahan Mojosongo yang sekaligus sebagai 
zona pergudangan. 
2.f. Zona Kesehatan. 
 Daerah kesehatan ini sifatnya merekomendasikan Rumah 
Sakit dan memberikan arahan lokasi untuk pengembangan 
Rumah Sakit baru. 
2.g. Zona campuran 1. 
Daerah campuran 1 diperuntukkan bagi beberapa jenis 
kegiatan sosial dan komersial, yaitu kegiatan perdagangan, 
jasa tertentu, kantor dan perumahan, alokasinya di sekitar 
beberapa ruas jalan utama di kawasan pusat kota. 
2.h. Zona Campuran 2. 
Pada zona campuran 2 ini direkomendasikan adanya 
percampuran kegiatan sosial, komersial dan industri yang 
sesuai, misalnya penggergajian kayu, mebelair, makanan, 
batik dll, yang alokasinya pada jalur jalan utama di luar zona 
campuran 1. 
2.i. Zona Rekreasi Olahraga/Open Space. 
Alokasi ruang ini meliputi Lapangan Olahraga, Stadion dan 
Taman Kota. 
2.j. Zona Transportasi  
Alokasi ruang ini meliputi kegiatan terminal, stasiun dan 
terminal barang.  
 
2.k. Zona Kuburan/ Makam 
Zona makam/ kuburan ini bersifat merekomendasikan areal 
makam yang sudah ada di wilayah perencanaan. 
2.l. Zona Perairan 
Yaitu area badan sungai yang khusus digunakan untuk fungsi 
drainase irigasi, perikanan dan pariwisata. 
  Mempertimbangkan fungsi perairan di Kota Surakarta tersebut, maka 
klasifikasi peruntukan air permukaan di seluruh wilayah Kota Surakarta 
(Sungai Bengawan Solo, Kali Anyar, Kali Pepe dan Kali Pelemwulung) 
ditetapkan sebagai Golongan C, yaitu golongan air yang dapat digunakan 
untuk keperluan kegiatan perikanan dan peternakan. 
 Sehingga dapat memenuhi ketentuan dasar yaitu 30 persen 
ketersediaan ruang terbuka hijau, ruang hijau disini yang dimaksud adalah 
ruang atau tempat yang berfungsi untuk kegiatan masyarakat misalnya 
taman atau ruang bermain bagi masyarakat Surakarta pada khususnya 
atau istilahnya meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk paru-paru 
kota untuk resapan dll. 
 Kementerian Lingkungan Hidup juga telah siap membantu pemkot 
Surakarta dalam usaha penerapan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan ke dalam wujud praktis perencanaan dan penyelenggaraan 
penataan ruang dalam mewujudkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau 
berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal 
ini Kementerian Lingkungan Hidup melakukan Pendekatan kajian 
lingkungan hidup yang bersifat strategis (strategic environmental 
assessment) diharapkan dapat membantu melengkapi proses berpikir 
perencanaan tata ruang saat mempertimbangkan aspek lingkungan, 
sekaligus menjawab munculnya kebutuhan analisis mendalam mengenai 
dampak dan konsekuensi lingkungan kala kebijakan, rencana, dan 
program harus segera diputuskan. 
 Perhitungan daya dukung lingkungan, simulasi biaya dan manfaat 
pilihan pemanfaatan ruang, antisipasi pengelolaan dampak lingkungan 
dan eksternalitas adalah bentuk-bentuk metodologi yang tercakup dalam 
pendekatan ini. Pelaksanaannya yang didasarkan pada partisipasi 
masyarakat, swasta, organisasi non-pemerintah juga memastikan 
fungsinya sebagai penegak good governance. Dalam berbagai 
kesempatan dan kasus yang terjadi, pendekatan ini ternyata dapat 
 menjembatani kesenjangan yang terjadi antara kebijakan, rencana, dan 
program yang bersifat normatif atau sektoral dengan kebijakan, rencana, 
dan program penataan ruang pada saat pengambilan keputusan. Bahkan 
pendekatan ini juga telah diuji cobakan di skala nasional sebagai cara 
untuk mereorientasikan upaya penanganan pasca bencana sehingga 
pembangunan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih 
resilien dan berlanjut. Prinsip untuk memberikan arahan penerapan 
pembangunan berkelanjutan yang praktis juga mendorong untuk 
menjadikan keputusan yang telah mengintegrasikan semua kepentingan 
ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut didukung oleh arahan langkah-
langkah yang rasional. 
 Partisipasi masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah dalam 
implementasi ketentuan penyediaan RTH berdasarkan Pasal 29 UUPR di 
Kota Surakarta yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta adalah sangat 
penting karena hanya itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa 
implementasi berjalan dengan baik. Namun demikian, disadari bahwa 
partisipasi dalam pelaksanaan harus tetap dikawal oleh Pemkot Surakarta 
selaku pemerintah daerah yang berwenang. 
3. Arahan Pemanfaatan Ruang 
 Penentuan prioritas pembangunan wilayah kota ditinjau dari 
kebutuhan pembangunan wilayah, sarana dan prasarana prioritas, 
ketersediaan dana, komponen kawasan utama dengan fungsi multiplier 
effect, penduduk pendukung, serta arahan pembangunan dalam 
mewujudkan rencana tata ruang melalui pola penatagunaan tanah, air 
dan udara, usulan program utama pembangunan, perkiraan dana, dan 
sumber dana pembangunan, instansi pelaksana, waktu dan tahap 
pelaksanaan. Muatan dasar meliputi: 
 
a. Indikasi program utama  
b. Perkiraan pendanaan beserta sumbernya  
 c. Intansi pelaksana  
d. Tahapan pelaksanaan 
 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nunung pada tanggal 17 
Maret 2009 beliau mengatakan mungkin di Surakarta telah ada sekitar 
15-17 %, ruang terbuka publik dan privat untuk mengejar ruang terbuka 
publik nantinya agak susah untuk dikembangkan karena semakin lama 
tanah milik Pemkot Surakarta semakin berkurang dikarenakan banyak 
tanah milik Pemkot Surakarta yang dikuasai pihak swasta ataupun tanah 
tersebut masih dalam proses sengketa. Maka jika undang-undang ini 
diterapkan dan diberlakukan pemerintah kota tidak dapat memenuhi 
namun sebagai masyarakat Surakarta dan Abdi Negara Pemkot berusaha 
semaksimal mungkin untuk menerapkan peraturan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut, jika 
Jakarta memiliki strategi dengan cara membeli lahan di luar Jakarta, 
sebenarnya itu tidak dapat memenuhi konsep dasarnya, karena 
kebutuhan ruang terbuka sebenarnya untuk memberikan kenyamanan 
bagi warganya (public) khususnya bagaimana menciptakan bagaimana 
menciptakan lingkungan hidup yang sehat, mereduksi polusi, daerah 
resapan, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemkot Jakarta itu 
pada dasarnya juga tidak dapat secara langsung berfungsi memberi 
kenyamanan bagi warganya. 
 Dalam lingkup pemanfaatan ruang perkotaan, masyarakat dapat 
berada pada posisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai pelaku utama 
pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang terkena dampak kegiatan 
pemanfaatan ruang, sebagai  pihak yang mempengaruhi kebijakan 
pemanfaatan ruang perkotaan, sebagai pihak yang mengawasi dan 
mengkontrol kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Oleh sebab itu, 
masyarakat merupakan pelaku pembangunan yang memiliki peran 
terbesar dalam pemanfaatan ruang perkotaan.  
 
  Masyarakat dapat bertindak secara individu atau kelompok. Pada 
kondisi yang lebih berkembang, masyarakat membentuk suatu forum 
yang menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang 
sama, dimana mereka dapat mengambil keputusan, membahas 
permasalahan, dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
Dengan demikian, untuk mencapai pelaksanaan pemanfaatan ruang 
perkotaan yang sesuai dengan RTRW, keterlibatan masyarakat harus 
dihidupkan dan pemahaman masyarakat akan manfaat jangka pendek, 
menengah dan panjang penataan ruang perkotan perlu ditingkatkan.  
Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat antara lain:  
a. Membuka diri terhadap pembelajaran dari pihak luar, terutama yang 
terkait dengan RTRW, pemanfaatan ruang dan pengawasan 
pemanfaatan ruang. 
b. Mampu mengidentifikasi persoalan lingkungannya sendiri, peluang-
peluang, dan mengelola kawasan budidaya dan lindung di lingkungan 
sekitarnya. 
c. Mampu mengorganisasi diri dan mendukung pengembangan wadah 
lokal atau forum masyarakat sebagai tempat masyarakat mengambil 
sikap atau keputusan. 
d. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
e. Berperan aktif dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, baik 
berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaraan 
konsultasi, penyusunan program bersama pemerintah, atau 
berpartisipasi dalam proses mediasi. 
f. Membina kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah agar 
kebijakan publik yang disusun tidak merugikan kepentingan 
masyarakat.  
  Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam 
pemanfaatan ruang perkotaan. Terutama karena kemampuan 
kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam 
pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari 
masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat 
dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan 
ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang 
perkotaan.  
Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh swasta antara lain:  
a. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan 
yang berlaku.  
b. Memposisikan masyarakat umum sebagai pihak yang harus 
diperhatikan kepentingannya.  
c. Mendukung proses perizinan yang melibatkan masyarakat.  
d. Mendukung penyelenggaraan proses mediasi oleh pemerintah.  
 Organisasi non-pemerintah, konsultan pembangunan, atau organisasi 
lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, 
menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam 
rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di 
pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya. 
Beberapa peran organisasi non-pemerintah atau konsultan pembangunan 
antara lain:  
a. Mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar sejalan 
dengan aspirasi masyarakat, swasta. 
b. Melakukan sosialiasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 
masyarakat dan swasta akan manfaat kebijakan penataan ruang dan 
pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif. 
 c. Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam aspek penataan ruang 
dan pemanfaatan ruang perkotaan. 
d. Mengajak masyarakat belajar untuk terlibat dalam proses 
pembangunan serta memahami dan memecahkan masalah yang 
dihadapinya. 
e. Berperan sebagai fasilitator pendamping masyarakat. 
f. Mendorong dan mendukung pemerintah untuk melakasanakan 
pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif. 
g. Mengaktifkan forum warga sebagai bagian dari upaya untuk 
mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah.  
 Berdasarkan peran diatas baik masyarakat, swasta, organisasi non 
pemerintah mempunyai kewajiban untuk dituntut kejasamanya dan 
kesadarannya untuk ikut memperbesar hal ini dan merencanakan supaya 
tidak mendirikan lahan mereka untuk bangunan tetapi juga memberikan 
sebagian ruang demi mewujudkan ruang terbuka hijau privat setidaknya 
untuk halaman mereka, begitu pula swasta agar mau mengalokasikan 
lahannya untuk pengadaan ruang terbuka demi terwujudnya 30% ruang 
terbuka hijau kota. 
 Hasil dari implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau 
berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta serta wujud dari kerjasama baik dari masyarakat, swasta, 
organisasi non pemerintah yakni bebasnya bantaran sungai atau bibir Kali 
sampai Tanggul untuk Bengawan Solo yang merupakan greenbelt (sabuk 
hijau) dari hunian, dalam hal ini Pemkot Surakarta telah melakukan 
sosialisasi dan Pemerintah Kota memberikan ongkos pindah atau 
semacam itu tentu saja setelah adanya bencana seperti saat yang lalu 
yaitu banjir. Pasca banjir maka segera diadakan relokasi yang sebagian 
lahan yang dimiliki warga masyarakat adalah setifikat hak milik dan ada 
juga yang merupakan tanah milik Negara. 
  Untuk merelokasi ini maka Pemerintah Kota meminta warganya 
untuk membuat satuan Pokja Pokja yang dipimpin langsung oleh 
Kelurahan namun Pokja tersebut sebagai Ketua dipilih atau ditentukan 
sendiri oleh masyarakat untuk mencari lahan dimana relokasi namun 
yang memiliki sertifikat hak milik. Artinya apabila mereka yang akan 
direlokasi diberikan insentif untuk pindah nantinya mereka akan pindah 
secara sendiri-sendiri dan kemungkinan pula akan menggunakan ruang-
ruang milik negara yang lain yang nantinya ruang terbuka akan habis. 
Namun apabila yang memiliki sertifikat dibeli maka nantinya 
pemerintahlah yang akan menentukan dan membayar harga tanahnya 
(namun dibatasi harga tanahnya) dan mengatur dimanakah warga akan 
direlokasi tanpa mengurangi fungsional tata ruang kota (mungkin di 
Mojosongo) dan untuk pembayaran ganti hak milik nantinya yang 
mengurus adalah dari Notaris jadi bukan langsung dari pemerintah 
daerah. 
  
 Tahun 2006 Taman Balekambang berubah menjadi Taman atau 
Hutan Kota yang dulunya kurun beberapa tahun merupakan tanah milik 
Mangkunegaran kemudian diserahkan kepada Pemkot untuk dikelola dan 
ditetapkan dengan hak pakai. Dulu lokasi tersebut digunakan untuk 
Taman, Tempat hiburan, Ketoprak, dll. Kemudian digunakan sebagai 
hunian oleh sekitar 117 kk yang menghuni lokasi tersebut. Untuk itu pada 
tahun 2007 Dinas Tata Kota diberi tugas oleh Bapak Walikota untuk 
menata lokasi  tersebut. Hal yang dilakukan pertama kali adalah untuk 
mengeluarkan warga yang menghuni lokasi tersebut. Para penghuni yang 
sebagian adalah para pemain ketoprak kemudian diberi ongkos untuk 
pindah. Sedangkan untuk relokasinya diberikan kebebasan bagi para 
penghuni khususnya paguyuban wayang orang untuk menentukan sendiri 
lokasinya. Pemerintah Kota Surakarta tidak mau seperti lokasi lain yang 
 memindahkan hunian secara paksa, tidak secara main paksa. Setidaknya 
pemerintah memberikan ongkos untuk pindah semisal ongkos angkut. 
 Kemudian untuk di Ngarsopuro yaitu dari pasar Pon ke utara sampai 
ke arah puro mangkunegaran yaitu batas jalan dengan batas tanah hak 
milik dihuni oleh pertokoan, sekitar 64 kios. Nah untuk itu kios-kios 
tersebut direlokasi dan dibangunkan disebelah utara dan dibangunkan 
diatas tanah milik Negara yang mana melalui hak pakai oleh Pemkot dan 
dikelola olah Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk bagian yang 
dihilangkan atau bekas dari kios-kios nantinya akan dibangun Taman, 
Lampu Taman dan tempat bagi pejalan kaki namun untuk sementara ini 
baru digunakan sebagai night market (pasar malam). 
 Banjarsari yang dulunya merupakan taman yang digunakan sebagai 
ruang terbuka dan taman yang didalamnya terdapat Monumen 45 namun 
pada kurun waktu beberapa tahun berubah menjadi pasar barang bekas. 
Masuknya Walikota yang baru pada saat itu selanjutnya diadakan relokasi 
para pedagang supaya lokasi tersebut dapat berfungsi kembali menjadi 
ruang terbuka hijau. Begitu juga dengan para pedagang oprokan yang ada 
di Manahan sekarang ini sudah mulai ditertibkan. Pengembalian fungsi 
tata ruang hijau adalah pemindahan hampir 1.000 pedagang kaki lima 
dari kompleks Monumen Banjarsari sehingga fungsi taman di sekitar 
monumen bisa dikembalikan, serta dibangunnya Taman baru sebagai 
ruang publik (public space) yaitu Taman Air di depan Terminal Tirtonadi 
dan di daerah sekitar Rumah sakit Dr.Oen, Jebres. 
4.  Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
 Semakin meningkatnya pembangunan juga membawa pengaruh 
yang besar sekali terhadap struktur dan kultur pertanahan. Sebagai akibat 
dari semakin meningkatnya volume pembangunan, maka struktur 
pertanahan mengalami perubahan besar. Banyak tanah yang seharusnya 
dipergunakan untuk ruang terbuka hijau berubah fungsi menjadi tanah 
untuk pemukiman, perkantoran, pusat bisnis, dan kepentingan lainnya. 
 Hal ini dapat dilihat dibantaran sungai yang seharusnya digunakan 
sebagai ruang terbuka tetapi pada kenyataannya digunakan untuk 
pemukiman bahkan digunakan sebagai tempat usaha. Pemkot Surakarta 
melalui perangkat pemerintahannya dalam Raperda-nya mengatur 
beberapa ketentuan untuk mengendalikan adanya penyalahgunaan 
fungsi ruang tersebut, yaitu : 
a) Ketentuan umum peraturan zonasi 
 Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan 
ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona 
peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Indikasi arahan 
peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh 
dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas 
ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien 
dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan 
bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan. 
b) Ketentuan perizinan 
 Perizinan yang terkait tentang izin pemanfaatan ruang sebelum 
pelaksanaan pemanfaatan ruang. Untuk kota Surakarta sendiri yang juga 
benar terbatas luasnya sehingga tidak mungkin lagi dapat memperluas 
lahan untuk ruang terbuka terkecuali pemerintah kota berhasrat untuk 
membeli lahan diluar Surakarta maka setidaknya pemerintah akan 
mengusahakan ruang terbuka privatnya. Dengan cara misalnya pada 
waktu orang akan mengajukan IMB maka KDBnya yang akan diteliti yaitu 
berapa persen Koefisien Dasar Bangunan tersebut yang dapat didirikan 
bangunan jadi tidak boleh dari 100% luas lahan seseorang didirikan suatu 
bangunan, sehingga harus menyediakan beberapa persen lahan misalnya 
30% untuk dibuat ruang terbuka semisal taman. Maka hal ini yang dapat 
 diusahakan oleh pemerintah kota untuk menambah kekurangan 
prosentase ruang terbuka hijau. Untuk saat ini pemerintah kota belum 
menghitung existing dari jumlah lahan yang digunakan untuk ruang 
terbuka hijau karena perencanaannya tidak semudah itu. 
 Ketentuan yang sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang yang diterapkan Pemkot Surakarta bagi 
pihak swasta adalah pihak swasta  yang akan mendirikan bangunan 
berupa gedung perbelanjaan ataupun hotel-hotel harus mengajukan 
dahulu IMB dan adjust planning (keterangan untuk perencanaan) dengan 
menyertakan prosentase ruang terbuka (misalkan 30% dari luas yang 
akan dibangun) baik bisa digunakan sebagai lahan parkir dan pertamanan. 
Dalam pembangunan kedepannya dalam Raperda RTRW, Wilayah Kota 
Surakarta dibagi ke dalam beberapa zona wilayah pembangunan. Dalam 
setiap zona wilayah terdapat berbagai susunan bangunan yang 
diperbolehkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 Tentang Penataan Ruang. 
c) Ketentuan insentif dan disinsentif 
 Raperda RTRW harus dapat ditaati oleh segenap pihak. Untuk itu 
dalam implementasinya maka pemerintah kota sendiri harus 
menerapkannya dengan bijaksana sehingga tidak serta merta semisal 
suatu lahan dituntut menjadi ruang terbuka padahal lahan tersebut masih 
dalam sengketa dengan privat. Maka pemerintah memiliki cara yaitu 
insentif dan disinsentif . Misalkan apabila ada pihak yang mau 
menggunakan sebagian lahannya atau ruang miliknya untuk digunakan 
menjadi ruang terbuka hijau sesuai dengan RTRW maka pemerintah akan 
memberikan insentif yaitu misalkan keringanan pajak, namun bila mereka 
memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencananya maka pemerintah 
akan membebankan disinfektif yaitu pembebanan pajak. Sehingga 
pemerintah tidak serta merta melarang pembangunan tanpa 
pemanfaatan ruang terbuka karena masyarakat juga memiliki hak atas 
 ruang. apabila misalkan dalam penerapan kebijaksanaan, misalkan ada 
suatu lahan dimana lahan tersebut merupakan tanah warisan turun 
menurun dan memiliki legitimasi hukum yang kuat serta mempunyai 
sertifikasi hak milik tanah, dan dalam perencanaan kebijakan pemerintah 
pemanfaatannya lain. Sebagaimana tertera dalam Pasal 28 UUPR 
mengenai arahan insentif dan disinsentif, yaitu 
1. Arahan insentif berupa: 
· Keringanan pajak, Pemberian kompensasi, Subsidi silang, 
Imbalan, Sewa ruang, Urun saham;  
· Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;  
· Kemudahan prosedur perizinan;  
· Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau 
pemerintah daerah. 
2.  Arahan disinsentif berupa : 
· Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan 
besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak 
yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; 
· Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan 
kompensasi, dan penalti. 
d) Arahan sanksi 
1. Jenis-jenis pelanggaran : 
· Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  
· Tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan 
ruang dari pejabat yang berwenang  
· Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan 
ijin pemanfaatan ruang  
· Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 
milik umum 
2. Jenis-jenis sanksi : 
 · peringatan tertulis;  
· penghentian sementara kegiatan;  
· penghentian sementara pelayanan umum;  
· penutupan lokasi;  
· pencabutan ijin; pembatalan ijin;  
· pembongkaran bangunan;  
· pemulihan fungsi ruang; dan/atau  
· denda administratif. 
C. Hambatan dan bagaimana pola penyelesaian yang diterapkan oleh 
Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 
Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang Di Kota Surakarta 
Posisi, potensi riil, dan kondisi Surakarta dalam konteks interaksi 
dengan kawasan hinterland-nya yang begitu terbuka dan mudah diakses, 
membawa konsekuensi-konsekuensi yang mau tidak mau harus ditanggung 
dan diupayakan solusinya. Berdasarkan pada situasi dan kondisi yang 
dihadapi saat ini terdapat perbedaan nilai-nilai yang dianut tentang 
pemanfaatan ruang antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam 
hal ini Pemerintah Kota Surakarta menganut nilai memanfaatkan tanah 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah dimanfaatkan 
tanpa merusak lingkungan sekitar dan harus memperhatikan estetika, untuk 
kepentingan semua pihak. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hanarto pada tanggal 
24 Maret 2009 beliau mengatakan bahwa Pemerintah Kota dalam 
pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta 
ada sedikit hambatan meskipun Pemkot Surakarta telah melakukan 
sosialisasi. Sehingga pekerjaan Pemkot belum berjalan dengan baik, meski 
masyarakat dapat menerima. Dalam pelaksanaannya untuk merelokasi 
 penduduk yang bermasalah dengan penataan ruang, Pemkot memiliki Tim 
yaitu ada Tim dari beberapa SKPD yaitu Tim Teknis dan Nonteknis, untuk 
Nonteknis bertugas untuk pendekatan terhadap masyarakat dan maupun 
swasta, yaitu ada Dinas Tata Ruang Kota sebagai penanggung jawab, Kepala 
Satpol PP sebagai Ketua pelaksana, untuk pelindungnya dapat dari Walikota 
sendiri ataupun Wakil Walikota, lalu untuk Setda dan Asisten pemerintahan 
bertugas untuk mengkoordinasikan ke bawahnya yaitu Camat, Lurah. Maka 
semua terlibat, sebagai pihak yang mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan penyediaan 
ruang hijau bagi publik di Wilayah Surakarta. 
Berdasarkan pantauan penulis di lapangan masih ada benturan-
benturan mengenai perbedaan kepentingan antar manusia, dari yang 
sekedar untuk mendapatkan ruang hidup saja, dengan kepentingan yang 
hendak memperoleh hak penguasaan atau pemilikan yang berlebih-lebihan, 
antara kepentingan pembangunan dan kepentingan perorangan. Berbagai 
kepentingan itu seringkali sulit untuk menentukan penyelesaian yang 
memuaskan semua pihak yang terkena, oleh karenanya dapat menimbulkan 
permasalahan yuridis. Misalnya, sengketa kasus Tanah Sriwedari, Tanah 
Balekambang, serta masalah kepemilikan Benteng Vastenburg. Terkait 
dengan pemanfaatannya serta pengelolaannya muncul pula permasalahan 
di Taman SatwaTaru Jurug yang menyeret Pemkot.  
Keberadaan RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai 
kepentingan lain yang lebih menguntungkan dan cenderung berorientasi 
pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Misalnya, disekitar 
tembok kampus Universitas Sebelas Maret terdapat banyak bangunan-
bangunan liar yang digunakan untuk kios-kios. Akibatnya, kebutuhan ruang 
(khususnya RTH) untuk berlangsungnya fungsi ekologis kurang 
terakomodasi, dan berdampak pada permasalahan manajemen pengelolaan 
RTH. Apalagi untuk kota seperti Surakarta, dimana tanah permeternya 
harganya sudah berjuta-juta, sehingga orang lebih memilih untuk dibangun 
 daripada untuk ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Surakarta telah 
kehilangan besar dengan adanya bangunan pusat bisnis dan pertokoan serta 
permukiman baru yang lolos dari perijinan. Mungkin dalam hal ini pusat 
perbelanjaan yang lolos perijinan dari Provinsi tersebut, masih mengacu 
pada aturan Pemerintah yang lama, dikarenakan perijinan ke pusat 
memakan waktu yang cukup lama untuk diluluskan. Terkadang kita berfikir 
apakah sudah tidak ada lagi lahan lain sehingga mengorbankan lahan publik 
digunakan untuk pusat bisnis, melihat masih adanya lahan yang terbengkalai 
di pinggiran kota. Sehingga hal ini menjadi potret masalah 
ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Sebagai penyelesaiannya 
maka Pemerintah Kota dalam kurun waktu dekat ini akan mengevaluasi 
sejumlah daftar perijinan IMB untuk pendirian bangunan-bangunan baru 
dan bangunan lama yang melanggar ketentuan dan lebih 
mengoptimalisasikan fungsi dari strategi insentif dan disinsentif serta 
memberikan sangsi yang tegas terhadap pelanggaran demi mengendalikan 
pemanfaatan ruang serta sebagai salah satu upaya pengoptimalan ruang 
terbuka khususnya ruang terbuka hijau. 
Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang 
ada di daerah yang pertumbuhan pembangunannya terhambat dan masih 
memiliki banyak ruang-ruang kosong ataupun lahan mangkrak. Sehingga 
sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana 
tersebut serta melaksanakan pembangunan yang merata, Pemerintah Kota 
dalam Raperda RTRW-nya berusaha untuk dapat menerapkan ketentuan 
penataan ruang sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 begitupula dalam 
penyediaan ruang terbuka hijau sebagai intensitas pemanfaatan ruang 
sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
Di dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran terhadap 
masalah-masalah yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. 
 A. KESIMPULAN 
Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta 
pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang 
penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Bahwa  Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 
Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang Di Wilayah Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah 
Kota Surakarta, yakni: 
a. Demi upaya merealisasikan keberadaan RTH yang mumpuni, maka 
Pemerintah Kota Surakarta berusaha memenuhi kriteria proporsi RTH 
meski dalam kebijakannya masih berlandaskan pada Perda No.8 Tahun 
1993 tentang RUTRK, namun mengingat perlunya pengendalian 
lingkungan maka dengan Perda No.2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan, Pemkot telah menerapkan proporsi sesuai apa yang 
diamanatkan didalam UUPR, yaitu “RTH minimal 30% dari luas wilayah 
Kota Surakarta”. 
b. Kebijakan Pemkot Surakarta dalam pelaksanaan UUPR tersebut adalah 
dengan menyusun Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kota Surakarta untuk mengganti Perda No.8 Tahun 1993 yang 
sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan Nasional 
pada umumnya.  
c. Berkaitan dengan penyediaan RTH melalui kewenangan yang diberikan 
oleh Pemerintah Pusat untuk sikap dan tindakan serta disesuaikan 
dalam UUPR maka dalam pelaksanaannya sebagai upaya untuk 
mendapatkan RTH minimal 30% dari luas Kota Surakarta dengan standar 
minimal 20% untuk publik dan 10% dipenuhi dari privat untuk lebih 
jelasnya terdapat pada : 
1) Rencana Strategi Dasar dan Rencana Pola Tata Ruang 
2) Arahan Pemanfaatan Ruang, dan 
 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
2.  Dalam pelaksanaan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota Surakarta Yang 
Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta masih ditemukan beberapa 
hambatan meskipun Pemkot Surakarta telah melakukan sosialisasi. 
Sehingga pekerjaan Pemkot belum berjalan dengan baik, meski masyarakat 
dapat menerima. Masih ada benturan-benturan mengenai perbedaan 
kepentingan antar manusia, dari yang sekedar untuk mendapatkan ruang 
hidup saja, dengan kepentingan yang hendak memperoleh hak penguasaan 
atau pemilikan yang berlebih-lebihan, antara kepentingan pembangunan 
dan kepentingan perorangan. Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana 
dan prasarana yang ada di daerah yang pertumbuhan pembangunannya 
terhambat dan masih memiliki banyak ruang-ruang kosong ataupun lahan 
mangkrak. 
 Sebagai penyelesaiannya maka Pemerintah Kota dalam kurun waktu 
dekat ini akan mengevaluasi sejumlah daftar perijinan IMB untuk pendirian 
bangunan-bangunan baru dan bangunan lama yang melanggar ketentuan 
dan lebih mengoptimalisasikan fungsi dari strategi insentif dan disinsentif 
serta memberikan sangsi yang tegas terhadap pelanggaran demi 
mengendalikan pemanfaatan ruang serta sebagai salah satu upaya 
pengoptimalan ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau. Sehingga 
sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana 
tersebut serta melaksanakan pembangunan yang merata, Pemerintah Kota 
Surakarta dalam Raperda RTRW-nya berusaha untuk dapat menerapkan 
ketentuan penataan ruang sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 begitupula 
dalam penyediaan ruang terbuka hijau sebagai intensitas pemanfaatan 
ruang sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan. 
 
 
 
 B. SARAN-SARAN 
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, 
beberapa hal yang dapat disarankan adalah : 
1. Seiring dengan pembangunan yang terus menerus di Kota Surakarta ini 
maka perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota sehingga 
dalam perencanaan kota, pembangunan fisik kota kedepannya tidak 
bersifat terpusat (tersentralisasi). Begitu pula dalam sebaran ruang 
terbuka hijau, sehingga daerah pinggiran seperti Mojosongo, Semanggi 
dan daerah pinggiran yang tidak digunakan (mangkrak) dapat digunakan 
sebagai hutan kota, taman kota ataupun daerah resapan. 
2. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kota 
Surakarta, seiring dengan makin sempitnya ruang khususnya semakin 
menipisnya ruang terbuka hijau kota maka setidak-tidaknya pemerintah 
kota dapat lebih memanfaatkan daerah – daerah pemakaman umum 
yang akhir-akhir ini digunakan sebagai hunian liar penduduk dan 
penambahan jalur pejalan kaki (pedestrian) berupa trotoar yang layak 
dan memadai, yang merupakan elemen ruang kota yang sangat vital bagi 
kehidupan sebuah kota. Sehingga penambahan trotoar sebagai jalur 
hijau (green belt) dan jalur pejalan kaki (pedestrian) di setiap jalur-jalur 
baik yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan umum hingga ke pelosok – 
pelosok pemukiman penduduk, adalah langkah yang paling praktis dan 
konservatif demi mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih 
baik.  
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